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BAB I- PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik diperiukan
adanya pengaturan hubungan kerja organ- organ parusahaan utamarnya
antara Dewan Komisans (Board of Commite's) dengan Direksi (Board of
Direclors) serta pedoman yang dapal dijadikan landasan oleh Dewan
Komisaris / Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Board Manual adalah pedoman tata laksana kerja hgl Dewan Komisaris dan
Diraksl yang bersikan aktivitas secara terstruktur, sistemalis, dan mudah
dipahami teniang bagaimana Dewan Komisans dan Dieksi menpeiola
suatu parusahaan. Dengan adanya Soard Manual maksa Dewsn Komiearis
dan Direksi memiliki pedorman dalam melaksanakan tugas masing — masing
untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan
ashingga Visi dan Misl Perusahaan dapat tercapai.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip  hukum korporasi,
ketemuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang bedaku,
serta praktik-praktlk terbalk (best practices) Good Corporale Governance.
Karena Board Manual adalah marupakan pedoman bagi Dewan Komisaris
dan D[ireksi dalam melaksanakan tugas agar lercipta pengelolzan
Ferusahaan secara baik maxa Board Manual harus memenuhi karakteristik ;

A. Terbuka, akuntabel, dapat dipercaya, bartanggung iawab dan adil.
B. Profesional, transparan dan efisien dengan [2bih memberdayakan fungsl
dan meningkatkan kemandirian Dewan Komizarng dan Direkei,

Taba Lokizana Kerja Direksl den Devan Kemisang (Beard Mamal)
PT Cfakarty Lioyd [Persere) .



C. Berupa peraturan atau ketentuan yang dapat dijjadihan dasar bagi Direksi
dan Dewan Komisaris dalam berindak.

Pengelolaan Perusahaan yang baik diharapkan akan dapat mewujudkan

tujuan PT Cjakarta Lioyd (Persero). sebagai berikut ,r

A. Meningkatkan nilai pemeagang saham.

B. Memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional.

C. Memperkual perelonomian nasional,

D. Memiliki tanggungjawab sesial secara nasional den intemasional.

E. Metaksanakan kebijakan pemerintah,

Sistimatika penyajian Board Manual PT Djakarta Lioyd (Persero) dimulal
dengan Dasar Hukum berisikan ketentuan - ketentuan yang dijadikan  dasar
penyusunan tugas dan kewajiban masing masing Dewan Komisars dan
Direksi baik secara kolegial dan individu, dilanjuﬁ:an dengan pengaburan
hubungan kesa antara Dewan Komisaris dengan Direks:, uralan pokok -
pokok tugas dan tanggung jawab Dewan Komisarts dan Direksi, serta uraian
beberapa prosedur yang berkaitan dengan tugas Direksi,

Tate Leksang Kerjo Direksi don Dewan Komisans {Beard Mariaal)
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BAB Il - DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undengan yang menjadi dasar Board Manual di
antaranya adalah;

A

Undang-Undang MNomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
Tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Lindang Momor 18 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2005 tanggal 25 Oklober 2005
Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan
Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Momar : 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oklober 2005
Tantang Peandirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Negara.

Instruksl Presiden Rl Mo B Th 2005 tanggal 3 Mel 2005 Tentang
Pengangkatan Anggota Direksi dan fatau Dewan Komisars/Dewan
Pengawas BUMN.

Anggaran Dasar PT Djskarta Lloyd {Persero) ditetapkan dalam Akta Mo 8
tanggal 7 Mel 2009 Notariz Imas Falimah, SH dan telah mendapat
persetujuan dan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia R| berdasarkan
Surat Kepuiusan Nomor: AHU-38197 AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13
Agustus 2009

Sural Keputusan Mentern Badan Usaha Millk MNegara MNomor Kep-
08A/MELNZ2005 tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penilaian Kelayakan
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggola Direksi Badan Usaha
Milik Negara.

Tata Laksono Kege Direks dan Bewon Kamiéank (Board Mol
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Sural Keputusan Menteri Badan Usaha Badan|Usaha Milik MNegara No,
Kep-100/MBLI200Z tanggal 4 Junmi 2002 Tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan BUMN,

Surat Kepulusan Menter] Badan Usaha Badan Usaha Miiik Negara No,
kep-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-
102/MBU/2002 tanggal 4 Junl 2002 Tantang:.\ Peryusunan Rencana
Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Millk Negara Nomor PER-
01MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Conporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara Jo. Peraturan Menteri Negara BUMM No. PER-09/MBU/2012
tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara MNomor PER-01MBU/2011  Tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Bak (Good Corporafe
Govermance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-O7/MBL/2010 tanggal 27
Desember 2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milk Negara
Peraturan Menten Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24
Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisans/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara,

SK-168/5 MBUF2012 fanggal B Juni 2012 Tentang Indikator/Paramater
Fanilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik {Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,

Tata Labsanae Kedga ireksi dan Dewearn Komisands (Board Moms)
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BAB Il - ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manwal ini, kecuall disebutian lain,
mengandung pangertian sebagai bedkut:

Afiliasi adalah kondisi adanya pertalian, hubungan, kedekatan baik secara
finasial atau non finansial (kegiatan),

Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggots dar Dewan Komisaris yang
mefujuk kepada individu (bukan sebagal Board),

Anggota Direksi, adalah Anggota darl Direksi yang merujuk kepada individu
{bukan sebagai Board).

3Pl (Satuan Pengawas Intern) adaiah Auditor Intern Perusahaan  yang
bertugas untuk melakukan audit serta memastikan Sistem Pengandalian Intern
Ferusahasn dapat bernalan secarm afektif

Barang Tidak Bergerak/Aktiva Tetap adalanh aktiva benvujud yang diperoleh
dalam benluk siap pakal, bak melalui pambelian atau dibangun lebih dahulu,
yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan sera tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusshaan dan mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun.

Benturan Kepentingan (Conflict of Inferest) adalah suatu kondisi adamya
kepentingan  individu  (keluarga) berlentangan  dengan  kepentngan
perusahaan

CoC (Code of Conduct) adalash Pedoman Elika Perilaku Pegawai atau
Pejabat.

CoCG (Code of Corporate Governance) adalah Pedoman Etika Tata Kelola
Ferugahaan yang baik.

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisans yang memenuhi
persyaratan independensi sesual ketentuan vang berlaku dan vang

LT
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bersangkutan ditunjuk cleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Dewan
Komisaris Independen.

Dewan Komisaris adaleh keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang
beriaku sebagal suatu kesatuan Dewan (Board).

Direksi adalah keseluruhan Anggota Direksi yang berlaku sebagai suatu
kesatuan Dewan (Board). '

Direktur Utama adalah seorang anggota Direksi yang ditujuk oleh RUPS
sebagai keordimator/pemimpin Board of Directors.

Direkiur Independen adalah Direksi yang memenuhi persyaratan
indepandenal sesuai keleniuan yang berlaku dan yang bemsangkutan ditunjuk
oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Direkiur Independen

Distinct Job Profile adalah Dokumen referensi yang dijadikan sebagai
petunjuk utama dalam mengelola sumber daya manusia,

GCG (Good Corporate Governance) adalah suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh RUPS3, Dewan Komsars dan Direksi untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabiltas perusahaan guna mewujudkan nilai
Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan fetap memperhatikan
kepertingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan nilai-nilai etika,

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni fee, uang, barang, rabat,
komisi pinjaman tanpa bunga, ticket pesdalanen, fasilitas penginapan,
pengcbatan cuma -cuma dan fasilitas lainnya,

fnternal Control Report adalah laporan tentang penarapan dan evaluasi
kecukupan pangendalian intemn perusahaan.

Kantor Akuntan Publik (Auditor independeni) adalah Kantor Akuntan yang
memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan, Laporan Kinera, Laporan
Kepatuhan serta laporan lain sesual ketentuan yang berlaku kepada
Ferusahaan

Komisaris Utama adalah seorang anggota Dewan Komizarie yang ditetapkan
dalam RUPS sebagal koordinator! pemimpin Dewan komisars (Board of
Comissionars).

I
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Komite Audit adalah komile yang dibentuk oleh Dewan Komisars untuk
membantu pelaksanaan Wwgas dan fungsi Dewan Komisarls dalam memastikan

Sistem Pengendalian Infern Perusahaan agar berfungsi secara efektif dan
efisian

Komite GCG, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisars untuk
membaniu pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisare terhadap
pengeiclaan perusahaan guna mewujudkan penyelenggaraan perusahaan
yang bak {Good Corporate Govemanca)

Kontrak Manajemen adalah dokumen yang mengikat manajemen dalam
menjalankan tugas dan fungsinya untuk memenuhi target yeng telah ditetapkan
dan disepakat]

Kreditur adalah pihak - pihak yang memberikan pinjaman atau member
piutangi kepada penisahaan,

Laporan Berkala adalah laporan yang disusun secara periodik_.

Opini Akuntan adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Akuntan darl Kartor
Akuntan Publik atas laporan kevangan perusahaan.

Penilaian Kinerja Individu adalah penilaian kinerja yang dilakukan terhadap
parformance sacara individu.

Penilaian Kinerja Kolegial adalah peniaan kinerja yang dilakukan terhadap
performance secara kolektif atau bersama sama.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah rapat yang diselenggarakan
cieh Pemegang Saham sebagei pemegang kekuasaan tertinggi perusahaan.

RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) adalah penetapan rencana
kegiatan dan hasil kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan selama
5 (lima) tahun ke depan.

RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) adalah penstapan jenis
kegiatan dan besarnya biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut peda
umumnya dibuat dalam perode satu tahun,

Tots Lafrana Kenfo Direks! don Deweaer Normiiords (Soord Monueol)
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Sekretaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah Dewan

Komisaris yang bertugas untuk memberkan dukungan kepada Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugasnya

Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsl struktural dalam organisasi

perusahaan yang barfugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam
melaksanakan lugasnya

Stakeholders adalah pihak- pihak yang mempunyai kepentingan terhadap
perusahaan antara lain karyawan, pemasock, pelanggan , masyarakat disb.

Standar Akuntansi adalah pedoman yang berisikan tentang standar akuntansi
yang dikeluarkan oleh lembega yang berwewenang sesual dengan ketentuan
yang beraku dan  wajb  diterapkan oleh perusahaan dalam
menyelenggarakan akuntansi.

Tanggung Renteng adalah sifat tanggungjawab hukum akibat dan suatu
kegiatan/ keputusan | kebijakan yang dibuat yang dibebankan atau dipikul
sacara bersama - sama.

TOR (Term Of Reference) adalah kesepakatan terhadap beberapa nal antara
dua balah pihak atau lebih,

Whistle Blowing System adalah sistem yang memungkinkan pelapor dapat
menginformasikan  telah terjadinya pelanggaran kepada pimpinan / yang
berhak menerima informasi, dengan jaminan kerahasiaan.

Taba Laksana Kerjo Dirsksl dan Dewars Kooy (Boord Moauo!)
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BAB IV - HUBUNGAN KERJA ANTARA
|
DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Keberhasilan penerapan good corporale governance salah  satunya

bergantung pada hubungan kerja antar organ perusahaan. Demi tedalinnya

hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas, mekanisme kerja antar
organ perusahaan diatur dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, saling
menghargal fungsi dan perannya dan bertindak sesual dengan kewanangan

yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi — misi perusahaan .

Mekanisme kega Direksi dan Dewan Komisaris harus diatur agar masing-

masing capat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien,

Dewan Komisaris dan Direksi sesuasi dengan fungsinya masing-masing

mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan

dalam jangka panjang yang lercermin pada:

1. Terpeliharanya kesshatan perusahaan sesuai dengan indikator dan kriteria
yang ditetapkan oleh Kementerian BEUMN selaku regulator.

2. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi (peningkatan nilai) Pemegang
Saham.

3. Terlindunginya kepentingan stakehoiders lainnya.

4. Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan usaha yang berfungsi
sebagai pengendalian dan pengelolaan risiko bagi kontinuitas manajemen
perusahaan.

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris

dengan Direksl merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-

masing organ tersebut dapat bekerja sesual tanggung jawab dan wewenang
masing-masing dengan efektif dan efisien. Untuk itu PT Djakarta Lloyd

{Parsero)., dalam menjaga hubungan kerda vang bak antara Dewan

Komisans dengan Direksi menarapkan prinsip-prinsip sebagai berikut;
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. Dewan Romisaris menghommati tanggung jawab dan wewenang Direksi

dalarm mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam paraturan
perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Parusahaan,

- Dirskel menghormali tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris

untuk melakuian pangawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan
pengurusan Perusahaan oleh Direksi

. Dalam rangka saling menghormati tanggung jawab dan wewenang Organ

Parusahaan lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami
tanggung jawab dan wewenang organ Perusahaan lainnya.

- Satiap hubungan kera antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan

hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti harus senantiasa
dilendasi cleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Setap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh
masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat
dipakai sebagsi kebiakan formal sebslum melalii mekanisme atau
korespondensi yang dapat diperianggungjawabkan.

- Dewan Komigarie berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan

secara tepat waktu dan lengkap

. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai

Perusahaan talah diberikan kepada Dewan Komilsars secara tepat waktu
dan lengxap

. Sekretaris Perusahaan dan Sekretarls Dewan Komisaris berfungsi sebagai

pejabat penghubung antara Direksi dan Dewan Komisaris

- Organ yang membantu Dewan Komisans pada sast berhubungan kera

dengan organ yang membantu Direksi harus sepengetahuan Dewan
Komisaris

Crgan yang memoantu Direksi pada saat berhubungan kera dengan organ
yang membantu Dewan Komisars harus sepengetahuan Direksi,

Apabila diundang, Direksi berkewsjiban hadir dalam rapat yang
diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

10
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BAB V - DEWAN KOMISARIS -’

A. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Dewan
Komisarizs melipull persyaratan formal dan  persyaratan  material
Persyaratan formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sasuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan
persyeratan material mermupakan persyaralan yang bersifat  kualitas
disesuaikan dengan kebuluhan dan sifat bisnis Parusahaan.

a. Persyaratan Formal :
Orang Perseorangan yang :
1} cakap melaksanakan perbuatan hukum;

2) tidak pernah dinyatakan pailt dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya;

3] tidek pernah menjadi anggota Dirsksi atau Dewan Komisans yang
dinyatakan bersaleh menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan
pailit dalam jangke wakiu 5 (lima) tahun ssbalum
pengangkatannya;

4) tidak pemah dihukum karena melakukan tindek pidana yang
merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya;

5) bdak mempunyai hubungan kelusrga sedarsh alau hubungan
karena perkawinan sampai dengan dergjat ketiga, baik menurut
gars lurus maupun gans ke samping atau hubungan semenda
{menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisars danfatau
Anggota Direlcal lainnya;

6) Hbidak boleh memangku jabatan rangkap sebagai

S e
o Y
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{a) anggota Direksi, Anggota Komisaris dan jabatan lain pada
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Swasta vang dapat menimbulkan benturan
kaepantingan;

(b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, vaitu kepala daerah, calonjanggota legislatif,
pengurus partai  politk dan jabastan lain yang dapat
menimbutkan benturan kepentingan;

7} memiiki komitmen uniuk menyediakan waktu yang memadai dalam

rangka menjalankan fungsinya.

b. Persyaratan Material

Persyaratan material merupakan persyaratan kualitas perorangan
sesuai kebutuhan Perusahaan.

1

Z)

3)

4

)

6)

mempunyai akhlak dan moral yang baik;

memiliki integritas, yaitu tidak pemah secara langsung maupun
tidek langsung feriibat dalam perbuatan rekayasa dan prakdik-
praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang
merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekeda atau
pemah bekerna;

mamaharmi  masalah-masalah  manajemen Perusahaan yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Pemisahaan:

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya;

memiliki kemauan yang kuatl (antusias) untuk memajukan dan
mengembangkan Parusahaan.

Khusus sebagal anggota Dewan Komisaris Independen terdapat
perayaratan tambahan berupa kriterda independensi sesuai dengan
Peraturan Mentel Negara Badan Usaha Millk Megara Nomor Per-
01MMBLI2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan vang Baik
(Good Carporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
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2. Komposisi Dewan Komisaris

a, Dewan Komisarie terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dan
maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi, seocrang diantaranya
diangkat scbagai Komisaris Utama.

b. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumiah paling
kurang 30% (tige puluh persen) dari jumiah jajaran anggota Dewan
K.omisaris,

J. Keanggotaan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris merupakan majelis dan seliap anggota Dewan
Komisaris bdak dapat bertindak sandin-sendin, melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris.

b. Anggota Dewan Komisans diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

¢. Pembagian Tugas diantara para anggota Dewan Komisaris diatur olah
mereka sendiri, dan mencakup seluruh bidang tugas Direksi. Untuk
kelancaran lugasnya dapat dibaniu oleh seorang Sekretaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham
atas beban Perusahaan,

d. Apabila oleh sualu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,
maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) har sejak
terfjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS uniuk mengisi
lowongan itu dengan tetap memperhatikan kualifikasi calon anggota
Dawan Komisaris.

e. Kepada anggota Dewan Komisans baru wajib diberikan program
pangenalan.

f. Mekanismen pencalonan anggota Dewan Komisars ditetapkan oleh
para Pemegang Saham.

g. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemegang Saham.

4. Pelaksanaan Fit and Proper Test

a. Pangangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan
mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
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b. Calon anggota Dewan Homisaris yang telah dinyatakan lulus uji
kelayakan dan kepatutan wajib menadatangsni kontrak manajemen
sabalum ditetapkan pengangkaiannyas sebagai anggotzs Dewan
Komizaris,

5. Masa Jabatan Dewan Komisaris

a. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham  untuk
mempbernentikan para anggota Dewan Komisaris sewakbu-walkiu
sebelum masa jabatannya berakhir ika para anggota Dewan Komisaris
tersabut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas
padsa :

1) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

2) tidak melaksanakan ketenfuan peraturan perundang-undangan
dan/atau keteniuan Anggaran Dasar;

3) terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan‘atau
Negars;

4) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; atau

2} mengundurkan diri dengan menyebutkan alasannya;

G) selelah masa jabatannya berakhir, anggots Dewan Komisaris
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris barakhir apabila;
1} meninggal dunia,
2} masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir,
3} mengundurkan diri;
4) tdak lagi memenuhi persyaratan formal sesuai  peraturan
perundang-undangan yang beraku;
5) diberhentikan berdasarkan keputusan RLPS,

Pengunduran Diri

1} Anggota Dewan Komisars membaritahukan pengunduran  dir
secara tertulis kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepads
Dewan Komisans dan Direksi Perusahaan, sekurang-kurangnya 30
(tiga putuh) har sebelum tanggal pengunduran dirnya

(E]
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2} Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap diminta
pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan sampal tanggal yang
bersangkutan mengundurkan din,

J) Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan dir ditetapkan dalam RUPS.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

1} Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan
sewakiu-wakiu oleh RUPS jika mereka berindak berentangan
dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau
terdapal alasan yang mendesak bagl Perusahaan.

Z] Keputusan pemberhentian dimaksud, diambll setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Dalam hal
pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan din
tersebut disampalkan secara terulis kepada Permegang Saham
dalam wekiu 14 (empat belas) harl terhitung sejak anggota Dewan
Komisaris yang bersanghkutan diberitahu

B. Program Pengenalan Dewan Komisaris

a, Program pengenalan dimaksudkan agar Dewan Komisaris yang berasal
dan berbagal iatar belskang dan pengalaman dapat mengenal dan
mamanami kegiatan dan kondisi Perusahaan, Tanggung jawab uniuk
mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretars

Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris
Perusahaan.

b. Dewan Komisaris menetapkan kebijakan untuk diadakan program
pengenalan bagi anggota Dewan Komisaria yang baru diangkal.

C. Mater| program pengenalan setidaknya memuat
1} prinsip-prinsip GCG, pemahaman terhadap CoCG dan Col-

2} gambaran umum perusahaan berkailan dengan visl dan misl
parusahaan, tujuan, budaya perusahaan, strukiur organigasi, RJPP,
dan REAP, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi,
strategi, rencana ussha jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompellf, risiko dan masalah-masalah strategls lainnya;

| s
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3 kewenangan Dewan Komisaris;
4) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris,

3) berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
Kebjakan Perusahaan, seperi Undang-Undang Perseroan
Terbatas, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Persaingan
Usaha, Paraturan Pemerintah tentang industi beton, dan lain-lain:

B} hal-hal lain yang berkaitan dengan keglatan perusahaan

7. Program Peningkatan Pengetahuan Dewan Komisaris

a. Program peningkatan pengetahuan Dewan Komisaris dapat dilakukan
melalui -

= Palatihan

= Seminar

s Workshop

= Short course

b. Program peningkatan pengetahuan Dewan Komisaris ditujukan untuk

meningkatkan pengetahuan anggota Dewan Komisaris dalam rangka
melaksanakan pengawasan dan memberkan pengarahan kepada
Direksi,

¢. Dewan Komisaris menelapkan kebijakan tentang peningkatan
pengetahuan bagi Dewan Komisarie yang disesuaikan dengan
kebutuhan Perusahaan:

B. Komisaris Independen

a. Yang dmaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan
Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepamilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya, angpota Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali stau hubungan dengan BUMN Perusahaan yang
barsangkutan, yang dapat mempengaruhi kemarmpuan untuk bertindaik
indapandean.

b. Komisaris Independen diharapkan dapat menciptakan ikim yang

obyeklii, independen, dan menjaga faimess untuk kepentingan
e
,.I (51
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Perusahaan dan tidak terikat dan pengaruh pihak-pihak yang memiliki
kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan Perusahaan
dikarenakan fungsi pengawasannya dapat dilskukan dengan
menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat.

c. Kritena anggota Dewan Komisaris Independen
Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independean hanus memenuhi
kritaria indapandansi sebagai berikut
1) tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi dengan PT
Dijakerta Lloyd (Persem).;

2) tidak bekera pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga
dan kemiliteran dalam kurun waklu tiga tahun terakhir;

3) tidak bekerja di FT Djakaria Lloyd (Persero). atau afilasinya dalam
kuruin wakiu 8 {enam) bulan:

4) tidak mempunyal keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak
langsung dengan FT Diakarta Lloyd (Persem). atau perusahaan
yang menyediakan jasa dan produk kepada PT Djskarta Lloyd
(Persera). dan afiiasinya;

5) bebas dar kepentingan dan akfivitas bisnis atau hubungan lain
yang dapat menghalangl atau mengganggu kemampuan anggota
Dewan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar
Perusahaan untuk bertindak atau berpikir secara babas di lingkup
PT Djakarta Lloyd (Parsaro).;

B. TANGGUNG JAWARB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab dan
berwenang mengawasl Dirsksi dan memberikan nasihat perbaikan dalam
meanjalankan kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada
Direksi,

Pangawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan
dengan pringip-pringip sebagai berikut

1. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi
atas kerugian Perusahaan apablla yang bersangkutan bersalah atau lalal
menjalankan tugasnya dan tanggung jawab tersebul beraku secars
tanggung rentenyg.

e
R
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2.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisans bertindak secara
kolagial dan tidak dapat bertindak sandin-sendir.

Sefiap anggota Dewan Komigaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian,
dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalarm ponit 1
uniuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.

Anggota Dewan Komisans fidak dapat dipertanggungjawabkan atas

kerugian sebapgaimana dimaksud pada butir 5 apsbila dapat

membulctikan:

a. lelah melakukan pengawasan dengan itked baik dan kehat-hatian
untuk kepentingan Perusahsan dan sesual dengan maksud dan tujuan
Perusahaan;

b. bdak mempunyai kepenfingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan
ketugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

C.TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Umum

Berkaitan dengan pelaksansan pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan kewsjiban untuk:

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan seria
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandinan,
akuntabilitas, partanggungiawaban |, serta kewajaran;

b. Dengan itikad balk, kehati-hatian dan bertanggung jawsb dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pamberian nasihat kepada Direksi
uniuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan,

c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan
maupun usaha Perusshaan vang dilakukan oleh Direks| termasuk

1B
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pengawasan terhadap pelaksanaan RJPF, RKAP serta ketentuan
Anggaran Dasar dan Kepulusan RUPS, serta peraturan perundang-
undangan yang beraku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perusahsan serta memberkan nasihat

kepada Diraksi.

d. Memben nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
Perusahaan.

e. Menelii dan menelaah laporan manajemen berkala dan laporan
tahunan yang disiapkan Direlksi,

f. Menandatangani Laporan Tehunan Perusahaan,

g. Menetapkan kebijakan ! mekanisme mengenai pemberian persetujuan/
langgapan/ pendapat Dawan Komisars terhadap rancangan RJPP dan
REAP.

h. Memberikan pendapat, saran dan persefujuan RJPP dan RKAP.

. Menyewjul dan mengesahkan RJPP dan RKAP yang disiapkan olsh
Diraksi,

|- Dewan Komisarie wajib meneliti, menelaah dan manadatangani serta
memberikan persetyjuan alau pengesahan terhadap RKAP yang
disiapkan oleh Direksi, selambat-lambatnya sebelum tahun buku baru
dimuiai.

k. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris untuk memantau kepatuhan
Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP
dan/atau RJPP,

I Menyusun rencana untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan Direksi
menjalankan pengurusen Perusahaan sesual dengan RKAP danfatau
RJFF, dan memasukannya kedalam Rencana Kerja Tahunan Dewan
Komisaris.

m.Mengawasi pelaksanaan Rencana Kera dan Anggaran Tahunan
Perusahaan serla menyampaikan hasil penileian serta pendapatnya
kapata RUFS dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,

n. Menetapkan kebijakan yang mengatur teniang pembahasan gajals

menurunrya kinera Perusahaan, pemberian saran kepada Direks|
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untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada penurunan
kinerja Ferusahaan, jika terjadi gejala menununnya kinerja Perusahaan
yang signifikan.

0. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS mengenal setiap masalah yvang dianggap
penting bagi pengurusan Perusahaan, serta melaporkan kepada RUPS
apabils terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan yang signifikan df
dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sesuai kriteria huruf n .

p. Menatapkan kebijakan/pedoman vang mengatur Komisars untuk
melakukan pengawasan atas kepatuhan Pemusahaan terhadap
peraiuran perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta perjanjian dan
komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.

q. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan
Direksi terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,
serta perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan
pihak ketiga serta memasukan ke dalam Rencana Kera Tahunan
Dewan Komisaris.

r. Melaksanakan kewsjiban lainnya dalem rangka pengawasan dan
pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS,

5. Menetapkan kebilakan dan pedoman untuk memantau penerapan
pringdp-prinsip Good Corporate Governance.

t. Menyusun rencana penelaahan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dan memasukan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan
Komisaris.

u, Memantau dan memastikan efektivitas prakliik Good Corporate
Governance yang diterapkan Perusahaan.

v. Menetapkan kebijakan mengenal penyusunan rencana kerja dan
anggaran tahunan Deawan Komisars yang memadai, dan menyusun
rencana kena Dewan Komisars untuk periode tahun berikulnya.

w. Menstapkan secara tertulis kebljakan mengenai pengukuran dan
penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris, mengevaluasi capaian
kinerja Dewan Komigaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan

e ]
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Komisaris dan melaporkan penilaian Kinerjal tersebut dalam Laporan
Pelaksanaan Tugas Pangawasan Dewan Komisaris.

2. Pembaglan Tugas

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian
ugas diantara parma  angogota Dewan  Komisaris dangan
mempertimbangkan pambagian tugas Direksi. Pembagian tugas diantara
anggota Dewen Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-
masing anggeta Dewan Komisaris secars feknis pada aspek yang
dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung
jawab dan wewenang masing-masing sehingge terdapstl kejelasan
tentang peran anggota Dewan Komisaris baik secara kolektit maupun
sSeCara parorangan.

Komisaris Utama menetapkan kebijakan yang mengatur tentang
kewajiban setiap anggota Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian
tugas,

Fembagian kefa diantara para anggots Dewan Komisaris diatur oleh
mereka sendin, dan untuk kelancaran tugasnya dapat dibantu olsh

seorang Sekretarls Dewan Komisaris. Pembagian tugas ditua
dalam sustu Surat Keputusan Dewan Komisaris. _

3. Tugas Pengawasan

Tugas pengawsasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan:

a. Meminta kelerangan secara fisan maupun tertulis kepada Direks
tentang suatu pernasalahan yang terjadi. Dalam hal penjelasan
diminta secara tertulis prosedumya adalah sebagai berikut:

1) Dewan Komisariz menyampaikan peranyaan secara terulis
tantang suatu permasalahan yang terfadi kepada Diraksi,

2) Dewan Komisaris meneltl dan menelaah penjelasan tertulis yang
disampaikan oleh Direksi dan jika diperukan Dewan Komisaris
meangambil langkah-langkah sebagai berikut

{8) meminta penjelasan lebih lanjut dan Direksi:

(b} mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas
permasalahan tersebut lebih lanjut;

(c) memberikan arahan dan nasihat  untuk menyelesakan

permasalahan yang ada.
__h
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b. Memberikan saran atau nasihat kepada Direksi dalam rapat Dewan
Komisans dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh
Dewan Komisaris dengan prosedur seperti tercantum dalam Rapat
Dewan Komisarls.

c. Bila diperlucan Dewan Komisans dapat melakukan kunjungan ke
Kantor cabang dalam rangka memasiikan pelaksanasn operasional
Perusahaan berjalan secara efektf, balk dengan atau tanpa
pembaritahuan kepada Direksi sebelumnya.

d. Memberikan arahan tentang kebijskan dan penyusunan laporan
keuangan sesua dengan standard skuntansi yang bedaku umum di
Indonesia (SAK), melputi:

1) Menstapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenal pengawasan
dan pemberan nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan atandard akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

2) Menyusun rencana untuk melakukan pengawasan terhadap
kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berserta
penerapan kebijakan tersebut

3} Melakiukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.

4} Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi
dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.

6. Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta
pelaksanaan kebijakan tersebul, meliputi;

1) Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenal pengawasan
dan pemberian nasihat tethadap kebijakan mutu dan pelayanan
sarta pelaksanaan kebijakan tersebul,

2} Menyusun rencana pembehasan kebjakan mutu dan pelayanan
serta pelaksanaannya, dan memasukannya kedslam Rencana
Keria Tahunan Dewan Komisaris.
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3) Melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan
sefa pelaksanaannya.

4) Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan
pelayanan serta pelaksanaannya

3} Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisans untuk merespon
saran, permasalahan atau keluhan dar stekeholders dan
meanyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesalan yang
dipariukan.

4. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan
berkewajiban untuk:

a. Komisaris Utama memimpin Rapat Umum Pamegang Saham.

b. Dalam hal Komisars Utama tidak hadir atau berhalangan karens
sabab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka Rapat akan dipimpin oleh saleh seorang anggota Dewan
Komisaris.

c. DCalam hal semua anggota Dewan HKomisars tidak hadir atau
parhalangan karena sebab apapun hal mana fidak peru dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Direktur Utama.

d. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas
hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggots
Dewan Komisars lainnya yang tidak mempunyal  benturan
kepentingan.

e Apabila semua anggota Dewan Komisane mempunyai benfuran
kepantingan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

5. Tugas dalam Permasalahan dan Keluhan darl Stakeholders

Dalam menangani permasalahan dan keluhan dari Stakeholders, Dewan

Komisaris berkewajiban membuat mekanisme bagl Dewan Komisaris

untuk merespon/menindakianjuti saran, permasalahan atau keluhan dari
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stakeholders dan menyampaikannya kepada Direksi lentang saran
penyelesaian yang diperiukan.

6. Tugas dalam Sigtem Pengendalian Intern

Dalam mengevaluasi efekiifitas Sistem Pengendalian Intemn, Dewan
Komisans dengan dibantu aleh Komite Audit mempunyai kewajiban untul;

a. Menetapkan kebijskan Dewan Komisaris mengenal pengawasan dan
pembarian nasihat terhadap kebijakan/rancangan Sistern Pengendalian
Intern dan pelaksanaannya,

b, Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenal pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakanrancangan Sistem Pengendalian
Intern dan pelaksanaannya.

c. Menelaah Kebijaken/rancangan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intermn.

d, Menelaah hasil evaluasi atas efeklivias pengendalian intern pada
tingkat entitas/korporasi.

8. Menelaah hasil evaluasi atas efektivitas pengendslian intern pada
tingkat operasionallaktivitas,

f. Menelaah irfemal control repor.

0. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit vang dilakukan alsh
Satuan Pengawasan Intern maupun Kantor Akuntan Publik. Hal
lersebut dilaksanakan dengan:

1) pembuatan mekanisme hubungan kerja antara  Satuan
Pengawasan Intern dengan Komite Audit;

2) pertemuan berkela antara Satuan Pengawasan Intem dengan
Komite Audit untuk menilai pelaksanaan keglatan serta hasil audit
vang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intem.

h, Mengawasl agar Kantor Akuntan Publik dapal mengakses semua
catatan akuntansi dan data penunjang yang diperiukan sehingga
memungkinkan bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan
pendapatnya tentang kewsjaran, ketastazasan, dan kesesuaian
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Laporan Keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntans! Keuangan
Indonasia.

I Mengawasi agar Kantor Akuntan Publik, Auditor Internal, dan Komite
Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang
perlu untuk melaksanakan tugas dan merahasiakannya kecuali
diizyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

. Memberikan rekomendasi  menganai penyempumaan  sislam
pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya

k. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan
terhadap informas: yang dikeluarkan Perusahaan, termasuk brosur,
laporan keuangan berkala, proyeksiforecast dan lain-lain informasi
keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.

7. Tugas dalam Manajemen Risiko
Dalam petaksanaan manajemen risiko Dewan Komisaris berkewajiban :

a. Menetapkan kebijeken Dewan Komisars mengensi pengawasan dan
pemberian nasinat terhadap kebijakan manajeman risiko Perusahaan
dan pelaksanaannya.

b. Menetapkan kriteria mengenai informasi lingkungan bisnis  dan
permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha
Perusahaan dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapat perhaban
Dewan Komisaris,

c. Menyusun rencana Dewan Komisars mengenai pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen
risiko peusahaan,

d. Melakukan penilaian secara berkala dan memberkan rekomendasi
tentang risiko usaha dan jenis asuransi serta jumlah asuransi yang
ditutup oleh Perusahaan dalam hubungannya dengan risiko usaha

e Memberikan arahan dan evaluasi atas pedoman dan kebijakan
mananjemen nsiko yang dietapkan Direksi.
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{. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen
nisiko.

0. Mamastikan keselarasan Visi, Misl dan tujuan Perusahaan dengan
mamparimbangkan rigiko terkai

h. Memaritor pengorganisasian manajemen risiko sacara keseluruhan.

8. Tugas dalam Sistem Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan sistem teknologi informasi Dewan Komisars
herkewajiban :

a. Menelapkan kebijskan mengenal pengawasan dan pemberian naslhat
terhadap kebijakan sistem teknologl informasi Perusahaan dan
pelaksanaannya,

b. Menyusun rencana pembahasan kebijakan sistem teknologi informasi
Perusahaan dan pefaksansannya dan memasukan dalam Rencana
Kerje Tahunan Dewan Komisaris.

c. Menelaah terhadap kebijakan sistem feknologl Informasi  dan
pelaksanaannya.

d. Memberikan saran peningkatan sistem teknologl informasi  dan
pelaksanaannya kepada Diraksi

9. Tugas dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Daitam pengelolaan sumber daya manusia, Dewan Komisaris
barkewajiban ;

a, Menetapkan kebijskan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan
pembaerlan nasihat terhadap kebijakan pengeloalsan sumber daya
manusia, khususnya tentang manaemen karr di Perusahaan, sistam
dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan dan
pelaksanaan kebijakan tersebut.

b, Menyusun rencana pembahasan pengelolaan sumber daya manusia,
khususnya tentang manaemen kanr di Perusahaan, sistem dan
prosedur promosi, mutesi dan demaos! di Peruashaan dan pelaksanaan
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kebijakan tersebut. Dan memasukannya ke dalam Rencana Kerja
Tahunan Dewan Komisaris.,

c. Melakukan telaahan atas kebijskanfrancangan dan pelaksanaan
kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, serta rencana promosl
dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.

d. Memberikan saran peningkatan kebijakan pengeloalaan sumber daya
manusia, khususnya tentang manajemen karir d Perusahaan, sistem
dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan dan
pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Direksi,

10. Tugas dalam Kebijakan Akuntansi

Dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi, Dewan Komisaria berkewajiban:

a. Menelapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat
tethadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
sesuai dengan standar akuntansi yang beraku umum di Indonesia

b. Menyusun rencana untuk melakukan pengawasan terhadap kebiakan
akuntanal dan penyusunan laporan keuangan seria penerapan
kebijakan tersabut.

¢. Melakukan pembahasan mengenai  kebljakan akuntansl  dan
penyusunan laporan keuangan serta penarapan kabijakan tersabui,

d. Menyampalkan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan berserta penerapannya.

11. Tugas dalam pengadaan barang dan jasa

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Dewan Komisaris
berkewaijiban :

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenal pengawasan dan
pamberian nasihal feradap pengadsan barang dan jasa beseria
pelaksanaannya.

H
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b. Menyusun rencana Dewan Komisaris pembahasan  kebiakan

pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya, dan memasukan
dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.

¢. Melakukan pembahasan lerhadap kebijgkan pengadaan barang dan
|asa beserta pelaksanaannya.

d. Memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan
palaksanaannya

12. Tugas dalam Kebijakan Mutu dan Pelayanan

a. Dewan Komisans menetapkan kebijakan Dewan Komisarns mengenai
pengawasan dan pemberian nasihatl terhadap kebijakan mutu dan
pelayanan serta palakasanaan kebijakan tersebut,

b. Dewan Komisars menyusun rencana Dewan Komisaris mengenal
tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu
dan pelayanan berserta pelaksanaannya.

¢. Dewan Komisaris melakukan telaahan terhadap kebijakan mulu dan
pelayanan serta pelaksanaannya.

13. Tugas Pengawasan terhadap HKepatuhan dalam Perundang-
undangan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan dalam
perundang-undangan, Dewan Komisaris berkewajiban :

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisans meangenai pengawasan dan
pemberian nasihat stas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan
peraturan perundang-undangan yang berdsku dan Anggaran Dasar
serta kepatuhan Perusahaan ferhadap seluruh perdanjian  dan
komitmen yang dibuat cleh Parusahaan dengan pihak ketiga.

b. Menyusun rencana Dewan Komisars untuk membahas kepatuhan
Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian
dengan pihak keliga,

c. Melakukan telaah atas kepaluhan Perusahaan terhadap Anggaran
Dasar, paraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak
ketiga.
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d. Melaporkan hasil evaluasitelaahan sebagal mana yang lermaksud
dalam hurul ¢ kepada RUPS dalam Laporan Pengawasan tahunan,

14. Tugas Pengawasan terhadap Kepatuhan terhadap RKAP dan RJPP

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan terhadap
RKAP dan RJPP, Dewan Komisaris berkewajiban :

a. Menatapkan Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan
pemantauan ternadap kepatuhan Direksi dealam  menjalankan
men@alankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJFF,

b. Menyusun rencana Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi
tarhadap pelaksanaan RKAP,

¢ Melakukan evaluasi pencapaian Perusahaan vyang mencakup
kesesuajan pelaksanaan program keda (inisiafif Perusahaan) dan
anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP,

d Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan setelah
dilakukan pembahasan.

15. Tugas dalam Pemberian Otorisasi
Dalam pemberian otorisasi, Dewan Komisaris berkewajiban

a, Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenal pemberian
persetyuan/otorisasiirekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan
Direksl yang memeriukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaria
sesual ketentuan yang berlaku danfatau anggaran dasar.

b. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi
atau tindakan dalam lingkungan kewenangan Dewarn Homisars atau
RUPS.

. Memberikan olonsasi aiau rekomendas| atas ransaksi atau tindakan
Direksi dalam ingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

£9
Tota Lavsane Kevfs Direksl don Dewan Konrsords (Boord Moouol}

PT Djakarta Lioyd (Persera) .



16. Tugas dalam Penetapan KAP
Berdasarkan usulan Komite Audit, Dewan Komisars mengaukan calon-
calon Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada RUPS vang dilengkapi
dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium,

Dalam hal pengajuan usul calon Auditor Ekstemal, Dewan Komsars
mempunyai tugas:

1) Menetapken kebijakan danfatau prosedur Dewan Komisars
mengenai proses penunjukkan calon Auditor Eksternal dan/atau
penunjukkan kembali Auditor Eksternal dan penyampaian usulan
calon Auditor Ekstemnal kepada RUPS.

2) Menyusun rencana kerna penunjukkan dap anggaran biaya audit
ekternal untuk calen Auditor, dan memasukannya kedalam Rencana
Kena Tehunan Dewan Komisaris.

3} Mengevaluasi kinarja Auditor Ekstemnal sesuai dengan ketentuan dan
standard yang bedaku,

17. Tugas dalam sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan
pelanggaran (whistfe blowing)

Dalam rangka mereviu efeklififas sistem pengelolaan dan tindak lanjut
pelaporan pelanggaran (whistle blowing) di lingkungan Perusahaan
Dewan Komisarls mempunyal lugas secara umum sebagai berilkut -

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan
terhadap efeklivitas palaksanaan audit ekstermmal dan audit internal,
serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan
FPerusanaan yang diterima oleh Dewan Komisars,

b. Menyusun rencana Dewan Komisars lertang pengawasan terhadap
efektivitas pelaksanaan audil eksternal dan audit internal, seds
pelaksanesan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan
Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris,

c. Memberikan arahan dan evaluasi atas pedoman danfatau kebijakan
pengslolaan dan tindak lanjul pelaporan/pengaduan pelanggaran
{whistle blowing) yang ditetapkan Direksi,
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d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadep penerspan kebiakan

pengelolaan dan tindak lanjul pelaporan/ pengaduan pelanggaran
{whisile blowing).

e. Memonitor kesiapan instrumen yang digunakan sebagai media unbuk
menampung/menenma pengaduan dan kesiapan unit kerja/personil
yang ditunjuk sebagal penerima. pengelola, dan pelaksana tindak
lanjut pangaduan pelanggaran.

f. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut pengaduan pelanggaran,

18. Tugas dalam Pengawasan Kinerja Perusahaan

a. Dewan Komigarls menetapkan kebijakan dan prosedur Dewan

Komisaris dalam hal:

1} pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja
Perusahaan:

2) mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk
memperbaiki permasalahan yang berdampsk pada menurunnya
kinerja Perueahaan tersebut;

d) mekanisme untuk membahas gejala menuunrya  kinerja
Perusahaan,

b. Dewan komisaris melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya
kinena Perusahaan secara tepat wakhu.

19. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan Informasi
penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan
kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berdaku secara
tepat waktu, akurat, [elas dan secara obyektif

b, Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanya masalah yang dilsyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan namun juga hal yang panting untuk pengambilan
keputusan oleh pemilk modal/fPemegang Saham, krediur, dan
stakeholders, antara lain mengenai:

1) tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan
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2) slatus Pemegang Saham utama dan para Pemegang Saham
iainnya serta informasi terkait mengenal pelaksanaan hak-hak
Pamegang Saham;

3) kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang;

4) penilelan terhadap Perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik,
lembaga pemenngkat kradit dan lembaga pemenngkat lainnya:

5) rnwayat hidup anggola Dewan Komisaris Direksi dan Eksekutif
Kunci Perusahaan, serta gaji den tunjangan mereka;

8) sistem pemberian honor@rium  untuk  Kantor Akuntan  Publik
Perusahaan:

7) sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Intemal,
anggota Dewan Komisans dan Direksk,

8) faklor risiko materal yang dapal diantisipasi, termasuk penilaian
manajemen atas iklim berusaha dan faktor nsika;

9) informasi materdal mengenai  karyawan Parusahaan dan
stakeholders,

10) klaim material yang diajukan oleh danfatau terhadap Perusshaan,
dan perkara yang ada di badan peradian atau badan arbitrase
yang mefibatkan Perusahaan;

11) benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi danfatau yang
sedang berlangsung.

12) pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance,

c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkspkan
pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dan masalah
miaterial yang dihadapi.

d. Dewan Komisaris bartanggung jswab untuk menjags kerahasisan
Ferusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak
diungkapkan sampail pengumuman meangenal hal tersebut diumumkan
kepada masyarakat,

e. Informasi rahasia yang diperoleh sewakiu menjabst sebagal snggota
Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesusi dengan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

20. Tugas dalam pengelolaan Perusahaan Anak/Perusahaan Patungan

a Dewan Komisaris menetapkan kebijakan Dewan Komisars mengena
pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan
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perusahaan anak (subsidiary governance)perusahaan patungan dan
pelaksanaannya.

b. Dewan Komisaris menyusun rencana pambahasan  mengenal
kebijakan pengelolaan Perusahaan Anak/perusahaan patungan.

¢. Dewan Komisaris melakukan pembahasan mengenal  kebijakan
pengelolaan perusahaan analk/perusahaan patungan, mencakup
evaluasi terhadap arah dan wvisi pengembangan usaha dalam
pengeiclaan perusahaan anek /perusahaan patungan dan kinerja
perusahaan anak /perusahaan patungan; evaluasi  terhadap
kesesuaian mengenal arah pengelolaan perusahaan anak/perusahaan
patungan dan kinerja perusahaan anak /perusahaan patungan terkait
dengan visi pengembangan usaha perusahaan,

21. Tugas dalam pemilihan calon anggota Direksl dan Dewan Komisaris
Perusahaan Anak/Perusahaan Patungan

a. Dewan Komisariz menetapkan kebijskan dan prosedur peran Dewan
Komsaris dalam pengangkatan Direksi dan Komisans perusahsan
anak/perusahaan patunpan.

b. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan
Direksi dan Komisarls perusahaan ansk/perusahaan patungan, serts
mearmber penatapan fartuls (setuju atau hdak setuju) terhadap proses
pengangkatan Direksi dan Komisaris perusshaan anakiperusahsan
pabungan.

22. Tugas menilal kinerja Direksi

Dalam penilaian kinena Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenal penilaian kinerja
Direksi secara kolegial dan individual dan menyampaikan hasil
penilaian kepada Pemegang Saham.

b. Menyusun rencana mengenal pemantauan kinera Dirsksi dan
pelaporan kepada Pemegang Saham.

¢. Melakukan penilaian kinerjia Direksi berdasarkan Indikator kinerja
utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direks! secara
kolegial dan individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.
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d. Menyampalkan heasil penilsian kinera Direksi secara kolegial dan
individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris sacara tahunan,

23. Tugas dalam Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam mengusulkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan
Komisaris berkewajban

a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai  pengusulan
remuneraszj Direksl.

b. Menyusun rencana Komisars menelash pengusulan remuneras
Direksi.

c. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem
pemberian wang jasa dan funjangan puma jabatan bagi Dewan
Komisaris.

d. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistern uniuk
pemberian ueng jasa dan tunjangan puma jabatan bagi Dewan
Kornisaris serta rincian mengenai uvang jasa dan funjangan puma
jabatan yang diterima oleh Dewan Kemisars yang sedang menjabat.

e. Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai siztem
penggajian, fasilitas, dan/atau pemberan tunjangan bagi Direksi,

f. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistemn
penggajian, faslitas danfatau pemberian tunjangan bag Direksi serta
nncian mengenai gajl, fasllitas, dan/stau tunjangan yang diterima
Direksi yang sedang menjabat.

g Dewan Komisaris dapat merekomendasikan kepada RUPS mengenai
sistem kompensasl serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan
karyawan.
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24. Tugas dalam Nomlinasl dan Seleksi Calon Direksi

&. Dewan Komisarls menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon
Direksi

b. Dewan Komisaris melakukan telaah danfatau penslilianipemeriksaan
terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, ssbelum
dizampaikan ke Pemegang Saham.

c. Dewan Komisaris mengusulkan atas calon-calon anggota Direksi yang
baru kepada RUPS.

0. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kineja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisars akan dievaluasi
setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham,

Secara umum, kinefa Dewan Komisans ditentukan berdasarkan tugas
kewajiban yang tercantum dalam persfuran perundang-undangan yang
berleku dan Anggaran Dasar Perusahasn maupun amanat Pemegang
Saham. Kritena evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan
Komisars sajak pangangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinera Dewan Komisaris secara keseluruhan dan
Winerla masing-masing anggota Dewan Komisans secara individual akan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dalam skems kompensasi
pembarian insenti! bagl anggota Dewan Komisars. Hasil evaluasl kinera
masing-masing arggota Dewan Komisaris secara ndivudual menupakan
salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham/RUPS uniuk
pembearhentian danfatau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang
oersangkutan. Hasil avaluasi kinerja Dewan Komisars baik sebagai Dewan
maupun incividu merupakan sarana penilaian sarta peningkatan efeklivitas
Dewan Komisaris,

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan
Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisars . Krteria evaluasi
Kinera individu Dewan Komiisans antara lan meliput

1. penyusunan KP| pada awal tahun dan melakukan evaluasi pencapaiannya;
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2. tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan
Fomite-komite yang ada;

3. kontribusinya dalam melakukan pengawasan dan pemberan nasihat
kepada Direksl dalam pengurusan Perusahaan;

4. keterhbatannya dalam penugasan tedentu;
5. komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan;

6. ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serts
kebijakan Perusahaan

Hasil penilaian kinerfja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris
dilaparkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

Untuk meningkatkan efektivitas Dawan Komisaris, maka Dewan Komisaris
secara rutin melakukan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah dan komposis|
anggotanya. Hasll evaluasi tersebut dijadikan bahan masukan kepads
Pemegang Saham/RUPS.

E. WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Untuk melaksanakan tugasnya, Dewan Komisans berwenang |

1. Melihat buku-buku, suratsurat, sera dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan verfikasi dan lsin-lain surat barharga dan
memeriksa kekayaan Perusahaan,

2. Memasukl pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh
Perusahaan.

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan olah Direlksi.

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direks| dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadin rapat Dewan Komissaris.

8 Mengangksat dan memberhentkan Sekretaris Dewan Komisaris | jika
dianggap perlu,
R —————————————————————
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7. Memberhentikan sementara wakiu seorang atau lebih anggota Direksi,
jikalau  mereka berindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Perusahaan atau melalaikan kewajibannva atau terdapat alasan yang
mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara ity  harus
diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan
yang menyebabkan tindakan itu,

8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap periu
dangan rmemperhatikan kemampuan Perusahaan.

4. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka wakiu
terlentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.

10. Malakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini

11. Menghadin rapal Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan,

12, Melaksanakan kewenangan pengewesan lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar,
dan/astau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

F. HAK DEWAN KOMISARIS
Hak-hak Dewan Komisaris dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Memperoleh akses atas informasi Peruzahaan secara tepat waktu, terukur
dan lengkap.

2. Menerima honorarium dan tunjangan fasilitas termasuk santunan puma
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditelapkan oleh RUPS dangan
mempearhatikan ketentuan perundang - undangan yang berdaku.

3. Mendapatkan fasilitas dan Perusahaan sesual dengan hesil penetapan
RUFS.

4. Menerima Tantiem yang besamya ditetapkan oleh RUPS apabila

Perusahasan mencapai lingkal keuntungan atau mengalami peningkatan
kinerja

S — e ——————
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G. ETIKA JABATAN
Dalamn melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus selalu
melandasi din dengan etika jabatan. Efika jabatan Dewan Komisaris adalah
sahagai barikut:

1.

Anggota Dewan Komisans dilarang melakukan tindakan yang mempunyal
benturan kepentingan (confiict of inferest) dan mengambd keuntungan
pribadi, dan pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan
Perusahaan, selaln penghasilan yang sah.

-Anggota Dewan Komiserls wajib melaporkan  kepada Sekretars

Perusahaan menganai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada
Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.

Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dalam hal
terjadi benturan kepentingan, dan anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan tidak boleh mefibatkan dif dalam proses pengambilan
keputusan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut.

. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sefiap anggota Dewan

Komizars hars:

a. Memaiuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serts
prinsip-prinsip  profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandifian,
akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran.

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan berlanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dirsks|
untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
FParusahaan.

c. Melampirkan Pakia Inlegritas dalam usulan Direksi yang harus
mendapat rekomendasi dar Dewan Komisaris dan persstujuan
Pemegang saham.

d. Mempearbahani surat pernyataan tidak memiiki benturan kepentingan
secara berkalal peda setiap awal tahun,

H. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dawan
Komisaris,
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0.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris yang
hanya dihadin oleh anggota Dewan Komisarls dan Rapal Dewan
Komisaris bersama Direksi (Rakomdir) serta Rapat Dewan Komisaris
barasama komite-komite Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di termpat kedudukan Perusahaan atau
tempat kegiatan usaha Perusahasn.

Rapat Dewan Komisaris disetenggarakan sekurang-kurangnya sekali tiap-
tiap butan, dalam rapat tersebut Dewan Komisarie dapat mengundang
Direksi.

Dewan Komisans dapal mengadakan rapat sewakbu-wakiu  ates
permin@an 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan — Komisars,
parmintaan, atau permintaan beberapa Pemegang Saham yang mewakill
sekumang-kurangnya 1/10 {satu per sepuluh) dar jumlah saham dengan
hak suara, dangan menyabuikan hal-hal yang dibicarakan..

Rapat Dewan Komisans dapat diadakan dengan cara telekonferensi
anlara para anggota Dewan Komisaris vang berada di tempat yang
berbeda, melalul telepon konferensl video konferensi atau peralatan
komunikasi laimnya yang memungkinkan setiap anggota Dewan Komesaris
dapat saling mencengar dan berkomunlkasl sera berpartisipasi dalam
rapat

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampalkan secara fertulls oleh
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka wakiu sekurang-
kurangnya 3 (liga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

Panggilan rapat tersebut tidak disyaraikan apabila semua anggota Dewan
Komisars hadir dalam rapat.

Fanggilan rapat iu harus mencantumkan acara, tanggal, wakiu dan
tampat rapat.

Apabila anggota Dewan WKomigaris berhalangan hadir, maka yang
barsangkutan membuat surat kKuasa serta penjelasan dalam rapat
tersebut yang dituangkan dalam Risalah Rapat.
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11. Materi rapat dislapkan oleh Sekretaris Dewan Komisans. Mated rapat
dieampaikan bersamaan dengan penyampalan undangan,

12. Sebelum rapat dilangsungkan, Sekretaris Dewan Komisaris terlabih
dahulu mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari
para anggota Dewsan Komisaris,

13. Setiap anggota Dewan Komisarns berhak mengusulkan agenda-agenda
untuk rapat yang akan dilaksanakan.

14. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisars Utama. Dalam
hal Komisarie Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

15. Sebelum memulai mater| rapat yang ban, dalam rapat Dewan Komisaris
dilaksanakan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sabalurmnya

18, Semua keputusan Dewan Komisars diambil dalam Rapat Dewan
Komisaris. Tingkat kesegeraan pengambilan kepulusan Dewan Komisaris
terhadap usulan Direksi ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas).

17. Keputusan dapat pula diambil di luar Repat Dewan Komigaris sepanjang
seluruh anggota Dewan Komisans setuju ientang cara dan materl yang
diputuskan.

18. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk
mufakat, apabila tdak tercapal kesepakatan maka keputusan diambil
dengan suara terbanyak.

18. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul dianggap ditolak,

20, Suara blanko (abstain) dan suara yang tidak sah dianggap fidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan junlah suara yang dikeluarkan .

21. Rapat Dewan Komisans adalah sah dan berhak mengambil keputusan
vang mengikat apabils dihadin atau diwakili oleh lebih dari %4 (satu per
dua) jumiah anggota Dewan Komisaris.

22, Dalam hal penambahan apenda rapat Rapal Dewan Komisaris tidak
barhak mangambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris

P — — e ———————
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23.

24,

25,

27.

28

atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat
(2rsenut,

Seorang anggota Dewan Komisarns dapat diwakili dalam rapat hanya oleh
anggots Dewan Komisans lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang
diberkan khusus untuk keperuan itu,

Setiap rapat Dewan Komisars harmus dibuatkan nsalah rapat yang
memuat pendapat-pendapal yang berkembang dalam rapat, balk
pendapat yang mendukung maupun vang lidak mendukung atau
pendapat berbeda (dissenting opimon), keputusan/kesimpulan rapat
serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila eda.

Risalah rapet sebagaimana dimaksud pada butir v di atas ditandatangani
oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris vang hadir
dalam rapat dilengkapi dengan daftar hadir yang ditandstangani eleh
Fimpinan Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir,
anggota Dewan Komisanis yang tidak hadir dawajibkan member pendapat
berupa persetujuan atau kefidaksetujuan ferhadap keputusan rapat
tarsabul.

. Ask Risalah Rapatl Dewan Komisars disampaikan kepada Direksl uniuk

disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan
salinannya.

Rapat Dewan Komisarls dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Wama sebagal Nolulis, kecuali
untuk rapat-rapal khusus yang hanya boleh dihadin oleh anggota Dewan
Komisariz, Sekretaris Dewan Komisars atau pejabal yang ditunjuk
tersebut bertugas untuk membuat, memperbaiki, mengadministasikan
sena mendistribusikan Risalah Rapat. Dalam hal rapat yang bersifal
khusus yang tidak dihadii oleh Sekretaris Dewan Komisars, maka
pembuatan nsalah rapst dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk.

Apabila risalah dibuat oleh MNotaris penandatanganan demikian tidak
iisyaratkan.

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan
Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil
dalam rapat yang bersangkutan.
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Dalam penyusunan Risalah Rapat Dewan Komisaris harus memenuhi
hal-hal sebagai berikut :

a. Risalah rapat harusiah dapat menggambarkan jalannya rapat. Untuk itu

risalah rapat harus mencantumkan empat dan tanggal rapat diadakan,
agenda rapat yang dibahas, daftar hadir, lamanya rapat berlangsung,
permasalahan yang dibahas, serta penyataan kebaratan (dissenfing
comments) terhadap kesimpulan rapat apabiia tidak terfadi kebulatan
pendapat.
Berbagai pendapat yang lerdapat dalarn rapal, siapa yang
mengemukakan pendapat, proses penpambilan keputusan dicatat
tersendiri dalam minutes of meeting sebagai beglan yang tidak
terpisahkan dari Risalah Rapat

h. Setiap anggota Dewan Komisarns berhak n‘@enerima salinan Risalah
Rapat Dewan Komisars, meskipun yang bersangkutan tidak hadir
dalam rapat tersebut’

¢. Salinan Risalah Rapal Dewan Komisaris hafms disampaikan kepada
saluruh anggota Dewan Komilsana paling lambat 7 (ljuh) har satalah
Rapat Dewan Komisaris selesal. Perbaikan risalah rapat dimungkinkan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitupg sejak tanggal
pangiriman, Safiap anggota Dewan Komisaris yang hadir danfatau
yang diwakili harus menyampaikan persetujuan atau kebaratannya
dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas alﬁa yang tercantum dalam
risalah repat lersebut. Jika keberalan danfatau usul perbaikan tidak
diterima dalam jangka wakiu tersebut maka disimpulkan fidak ada
keperatan dan/ atau perbalkan terhadap risalah rapat yang
bersangkutan.

d. Risalah rapat diadministrasikan secara bak oleh Sekretars Dawan
komisans atau pejabal lain yang ditunjuk  untuk kepentingan
dokumneniasi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oksh Dewan Komisars

. HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Hubungan keria vang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi
merupakan salsh sstu hal yang sangat penting agsr masing-masing argan
Perusahaan dspat bekene sesual fungsinya dengan efektf dan efisien.
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Direksl bertugas menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dan Dewan
Komisaris berlugas mengawasi pelaksanaan h&gial&jn yang dillakukan Direxsi
tersebut. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan
Kamiearie dan Direlcei harue menerapkan prinsip-prinsip sebagai bertkut

a -

Dewan Komisaris mengnormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus

Perusahaan sebagaimana felah diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

Direksl menghormab  fungsl dan peran Déwan Komisans dalam

melakukan pengawasan dan pembendan nE:’:.ih-Ei tehadap kebiakan
pangurusan Perusahaan;

Untuk menjaga independensi masing-masing organ Perusahaan, setiep
hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan
hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh
suatu  mekanisme  baku  atau Kmpdmdmsi vang  dapat
dipertanggungjawabkan,

Hubungan vang bersifal informal dapst dilakukan oleh masing-masing
anggota Dewan Komisars dan anggota Dirsksi, namun fidak dapat
dipakal sebagai kebijakan formal sebelum melalul mekanlame atau
korespondensi yang dapat dipertanggungjewabkan;

Satiap hubungan kera antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan
hubungan kelembsgaan dalam arti bahws Dewan Komisaris dan Direksi
sabagai jabatan kolektif yang merepresatasikan keseluruhan anggotanya
sehingga sefiap hubungan kerja antara anggofa Dewan Komigarig dan
anpgota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisars dan
anpgota Direksi innya;

Anggota Dewan Komisars baik secara sendir-sendiri maupun kolegial
dapat mempemieh akses informasi yang berhubungan dangan
pengelolaan Perusahaan termasuk tetapi tidak ferbetas pada informasi
mengenal Perusahaan Anak;

Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisans menyangkut
Perusahaan Anak maka perminisan tersebut disalurkan melalui Direksi
Perusahaan, Merupakan wewanang Direksi Perusahaan untuk meminta
informasi tersebut dar Perusahaan Anak dengan kewenangannya
sebagal Pemegang Saham,

44
Tofe Loksara Kewjo ek don Dewan Kemivboy (Bomed Mool
FT Dakarre tlowd [Perseral |



8. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perusahaan secara periodik
melskukan rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangks membahas
berbagal permasalahan yang menyangkul Perusahaan yang dituang
dalam Risalah Rapat '

8. Semua rapat koordinasi Dircksi dan Dewan Komisars dipimpin oleh

Komisaris Utama. Dalam hal Komisads Utama tidak hadir atau
berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Komisaris Utama berdasarkan surat kuasa; |

10. Keputusan rapat koordinasi Direksi dan Dswan Komisaris merupakan
sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat:

BENTURAN KEPENTINGAN

Bentran kepentingan Dewan Koemisaris adalah suatu kondisi tertentu dimana
kepenfingan individual anggota Dewan Komisarls bempotensi  untuk
berteniangan dengan kepentingan Perusahaan untuk  meraih  laba,
meningkatkan nilal perusahasn, mencapai visi| dan menjalankan  misi
Ferusahaan serta melaksanakan keputusan Rapat Umumn Pemegang Saham.

Beberapa prinsip yang dianut Perusahaan uniuk mencegah terjadinya

benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sedng diimbulkannya

antara lalin adalah sebagai berilkut

1. Dewan Komisans selalu menghindar adanya berturan kepentingan di
dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisars tidak akan
memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan
orang atau pinak lan yang terkait

2. Dewan komisaris harus menghindan setiap sktivitas yang dapat

mempengaruhi independansinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.

3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan
kepamilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain..

4. Apabila terjadi penturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan
Dewan Komisans yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam
prosas pangambilan keputusan Perusahaan.
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5. Dewan Komisans berkewajiban membuat pernyataan mengenal berturan
kepentingan terhadap hal-hal yang termakiub dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi penasinstan, Dewan
Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membantuk komite
lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau sesusi dengan kebutuhan Perusahaan.

Kormite-komite yvang dibentuk mempunyal tugas yan;'; berkaitan dengan fungsi
pengawasan Dewan Komisars antara lain namun tidak terbatas pada aspek
pengendalian intemal, fungsl nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan
Dewan Komisaris, penerapan manzjemen riske dan penerapan prnsip-
prinsip good corporate governance sesuai peraturan yang berlaki,

Anggota Komite-komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisars
dengan masa lugas yang fidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan
Komisariz dan dapat diangkat kembali hanya untuk 8stu periode berikutnya.
Pemelasan lebih lanjut tentang persyaratan keanggotaan komite, tugas,
tanggung jawakb dan ruang lingkup komite-komite yang dibantuk oleh Dawan
Komisaris dialur dalam Piagam (Charter) masing-masing komite.

1. Komite Audit

a, Komite Audit adalah kemite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fugas dan
fungsi Dewan Komisaris,

0. Perusahaan wajlb mempunyai Piagam Komite Audit (Auait Committee
Charter), yvang minimal memusat

1) Tugas dan tanggung jawab;
dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan
tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

{a}ymelakukan penslashan atas informasi keuangan yang akan
dikeluarkan oleh Perusahaan kepada publik danfatau pihak
otoritas antara lain laporan keuargan, proyeksi, dan laporan
lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan Publik;
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(b)ymelakukan penelaahan atas ketsatan terhadap peraturan
perundangundangan yang berhubungan dengan kegistan
FPerusahaan;

(clmemberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan
pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang
diberikannya:

{dymemberkan rekomendas! kepada Dewan Komisars mengenai
penunjukan Akuntan yang didasarkan pada indspendensi, ruang
lingkup penugasan, dan fee:

feymelakukan penslsahan atas pelaksanasn pemeriksaan oleh
auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjul oleh
Direksi atas tamuan auditor intemnal;

(f) melakukan penelashan terhadap @ aktivitas pelaksanaan
manajemen risiko yang dilakukan olehl Dirsksl, jika Emiten atau
Perusahaan Publik tidak memiiki fungsi pemantau risiko di
bawah Dewan Komisans;

{gimenelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi
dan pelaporan keuangan Emiten atau Ferusahaan Publik;

(hymenelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris
lerkaft dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten
atau Perusahaan Publik: dan

('} menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau
Perusahaan Publik,

2) Komposisi, strukiur, dan persyaratan keanggotaan;
3) Tata cara dan prosedur karja;

4) Kebijakan penyelenggarakan rapat;

5) Sistem pelaporan kegiatan;

6) Ketentuan menpenai penanganan pengaduan atsu pelaporan

sahubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan

7] Masa tuias Komite Audit.
|

l-.l'l..
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¢. Piagam Komite Audt (Audt Commifiee Charter) sebagaimana
dimaksud dalam huruf b wajib dimuat dalam laman (webside)
Perusahaan,

d. Komite Audit paling kurang terdini dari 3 (tipa) orang angaota yang
berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan,
e. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

L. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

1. Unluk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya Dewan Komisans
dapat mengangkat seorang Sekredars alas beban Perusahaan,

2, Sekretarie Dewan Komisans diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris.

3. Komisaris Utama menstapkan uralan tugas bagi Sekrefaris Dewan
Komisaris

4. Tugas pokok dan fungsl Sekretans Dewan Komisaris adalah membantu
Dewan Fomisans dalam bidang kegiatan kesekretariatan minimal
meancakup hal-hal sebagai berikut *

a. menyelenggarakan kegatan admirstrasi kesekretanatan di lingkungan
Dewan Komisaris,

b, menyelenggarakan Rapat Dewan Komisars dan rapstpertemuan
antara Dewan Komisaris dengan Direkei maupun pihak-pihak terkait
lainnya,

c. menyediakan datafinformasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris
dan Komite-Komita di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan
dengan :

1) monitonng tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan
Dewan Komisaris;

2) bahan/maten yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan
Dirakai dalam mengelola perusahaan;

d) dukungan administrasi serla monitoring berkaitan dengan hai-nal
yang harus mendapatkan persstujuan atau rekomendasi dan
Dewan Komisans sahubungan dengan kesgiatan pengelolaan
perusahaan yang dilakukan oleh Direksl:

— e e e e
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4) mengumpulkan data-data teknis yang berasal darl Komite-Kornite
dl lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahll Dewsn Komisaris
untuk keperuan Dewan Komisarls.

. Sekretaric Dewan Komisars bersama-sama Sekretaris Perusahaan

merencanakan teknis program Pengenalan dan Pelatinan bagi anggota
Dewan Komisans yang baru diangkat '

. Sekretaris Dewan Komisaris mengadministrasikan surat keluar dan

sural masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan iertib,
sarta mempunyal fasilitas penvimpanan dokumen Dewan Komisaris
yang disediakan oleh Perusahaan.

= = —_ e
I pu "
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BAB VI - DIREKSI

A. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

1.

Persyaratan

Persyaratan yang harus dipanuhi oleh seorang calon anggota Direksi
meliputi persyaratan formal dan persyaratan materisl. Persyaratan formal
yang bersifat umum sesuai dengan peraturan pénnﬂanguundang:an yang
berlaku dan persyaratan materdal yang marupalll:,a.n persyaratan kualitas
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis PT Djakarta Lloyd
(Persero),,

a. Persyaratan Formal

Persyaralan formal merupakan persyaratan konkrit yang hanus
dipenuhi oleh orang - persecrangan yang meliputi :

1}
2)

3)

4)

a)

Mampu melaksanakan perbuatan hulum;

Tidak pemah dinyatakan pallit atau menjadi anggola Direksi atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam wsktu 5 (lima) tahun
sabelum pancalonan;

Tidak pemah dibukum karena melakukan tindak pidana yang
meregikan  keuangan negara, BUMN, Pemusahaan Anak,
Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sekior keuangan.

Tidak bofeh ada hubungan keluarga sedarah sampak dengan
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun gars ke samping
atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota
Direksi lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris;

Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagal anggota Direksi pada
BUMN, BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan lain
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
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7)

Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan
strukiural dan fungsional pada instansifiembaga pemerintah pusat
danfatau daerah;

Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbutkan
venturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan
Parusahaan dan/atau vyang berdentangan dengan ketentuan
peraturan penndang-undangan yang berfaku.

b. Persyaratan Material

Persyaratan material merupakan persyaratan abstrak yaitu kualitas
Orang persaorangan yang sesuai dengan kebituhan PT Djakaria Lloyd
(Persero). meliputi : '

1} Mempunyal akhlak yang baik

2]

(a) Perbuatan rekayasa dan praktek-prakiek menyimpang dalam
pengurusan  BUMM/Perusahaan/Lembaga tempat  yang
barsangkutan bekerja.

(0} Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak
memenuhi  komitmen yang telah disepakat  dengan
BUMMPerusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan
bekerja dan/atau Pemegang Saham.

ic) Perbuatan yang dikategonkan dapal memberkan keuntungan
kepada pnbadi calon anggoia Direksi, Pegawal BUMN/
Perusahaan/Lembaga tempat yang barsangkutan bekerla.

id) Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagal pelanggaran
terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip prinsip
pengurusan Parusahaan yang sahat.

Kompetensi teknis'keahlian, bahwasanya yang bersangkutan

memiliki

(a) Pengetahuan yang memadal di bidang usaha PT Djakarta
Lloyd (Parser).

(b) Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan PT Djakarta
Lioyd (Persaro). FBUMN/Perusahaan.
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(c} Kemampuan untuk melakukan pergelolaan strategis dalam
rangka pengembangan PT Djakarta Lioyd (Persero).

(d) Pemahaman masalah-masalah manajemen perusahasn yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

{8) Dedikasi dan menyediskan waklu sepenubnya  untuk
melakukan tugasnya,

3} Psikologis bahwasanya yeng bersangkutan memiliki tingkal
intelegensia dan tingkat emosional |yang memadai  untuk
melaksanakan tugasnya sebagsi anggota Direksi PT Dyjakaria
Lioyd {Parsaro).

4) Memiliki kemamuan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk
memaiukan dan mengembangkan perusahaan.

2. Komposisi Direksi

Komposisi Direkal PT Djakarta Lloyd (Perserc). harus sedemikian rupa
disesualkan dengan besamya kegiatan kompleksitas  bisnis  perusahaan
dan straklur organisasi sehingga memungkinkan pengambilan pulusan
yang efektif, tepat dan cepat dalam rangka pencapaian tujuan - tujuan
perusahaan. Jumlah anggota Dewan Direksi sekurang kurangrya adalah 2
{dua), yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan anggota Direksl yang
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk menjaga
kessimbangan kepenfingan para Pemegang Saham maka perlu
ditetapkan melalui RUPS adanya Direktur Independen,

3. Keanggotaan Direksi

a. Jumlah anggota Direksi disesugikan dengan kebutuhan Perusahaan
dan dalam menjalankan tugas direkai dikoordinir  oleh secrang direksi
yang ditetapkan sebagail Direktur Utama,

b. Anggota Direksi diangkat dan dibarhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.

c Untuk menciptakan ikim yang obyektif dan independen serta menjaga
kepentingan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan sikap
obyaktivitas, independen dan faimess dalam menjalankan aktwvilas
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perusahaan maka komposisi Direksi 1 [fnam} diantaranya hanus
merugakan Direktur Independen.

d. Dirsldur Indpenden  dapat dipilih teriebil dahulu melalui RUPS
sebelum melakukan pencatatan dan mulal efektif berindak sebagal
Direktur Independen setelah saham perusashaan tersebut tercatat:

@. Perayaratan Direkiur Independen adalah:
1) tdak mempunyail hubungan efiliasi dengan Pengendali Perusahaan
Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan
sebelum penunjukan sebagai Direktur Indepandan:

2) tdak mempunyai hubungan afillasi dengan Komisaris atau Direksi
lainnya dan Calon Perusahaan Tercatat;

3) tidak bekerna rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain:

4) tidek menjadl pembat, karyawan dan partner pada lembaga atau
Profesi Penunjang Pasar Modal yang |esanya digunakan oleh
Calon Perusahaan Tercatal selama 6 | (enam) bulan ssbslum
penunjukan sebagai Direktur.

f. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggata Direksl Perusahasn lowong,
maka:
1) Dalam waktu paing lambat 30 (tiga puluh) han setelah teradi
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan
tarsebut

2) Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan yang
lowong tersebut, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang
anggota Direksi lainnya, untuk sementara, menjalankan pekerjaan
anggota Direksi yang lowong terssbul dengan kekuasaan dan
Wewenang yang sama.

3} Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan
RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowang, maka
anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat
ditetapkan oleh RUPS, untuk sementara menjalankan pekeraan
anggota Direksi vang lowong dengan kekuasaan dan wewenang

Yang samida.
e —
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4) Dalam hal tegadi  lowongan posisi Direktur Independen yang
mengakibatkan tdak terpenuhinya ketentuan komposisi Direksi,
maka perusahasn harus mengisi posisi lowong tersebut  dalam
RUPS berikutnya atau paling lambat dalam waktu & (enam) bulan
sejak lowongan tersebut tedadi,

g. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun saluruh [abatan anggota
Direkai Perusahaan lowong, maka:
1) Dalam wakiu paling lambat 30 {iga puluh) harl setelah terjadi
jabatan  lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
jabatan lewong tersabut

2) Selama seluruh jabatan Direksi lowong dan RUPS belum mengisi
jabatan tersebul, maka untuk sementara Perusahaan diurus oleh
Dewan Komisaris,

3) Dalam hal seluruh jabatan Direksl lowong karena berskhimya
masa jabatan dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka
anggota-anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya
tersebut dapet ditetagkan oleh RUPS untuk  menjalankan
pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan
wWEWENang yang sama.

h. Tefhadap individu yang dicalenkan sebegai anggota Direksi, maka
kepada yang bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampuan dan

kepalutan (it and proper lesl) yang dilaksanakan oleh Lembaga
Profesional dan Tim Evaluas| Calon Anggota Dirsksi.

4. Pelaksanaan fit and proper test

a. Pengangkatan Direksl ditetapkan coleh _F!LIFE sesuai  dengan
mekanisme dan ketentuan peraluran perundang-undangan  dan
dilakukan malalul mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

b. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus ujl kelayskan dan
kepaiutan wajlb menandatangani Pakia Integfitas sebelum ditetapkan
pengangkatannya sehagai anggota Direks|
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5. Kontrak Manajemen

&,

b

RUPS memastikan Direksl telah menandatangani konirak manajemen.

Kontrak manajemen (appointment aggreement) adalah kesepakatan
yang dibuat oleh Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tentang
pencapaian target - tamet yang harug dicapai Direksi dalam
rmalakukan pengurusan perusahaan.

Kontrak manajemsn memuat janji atau pemyataan Direksi untuk
memenuhi segala target-target yang ditetapkan setiap tahun.

B. Ma=sa Jabatan Direksi

&

Masa jabatan anggota Direksi 5 (lima) tahun dengan fidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-wakiu,

Anggota Direks| dapat diangkat kembali olah RUPS untuk 1 (satu) kall
maga jabatan,

Jabatan anggota Cireksl skan berakhir, jika:

1} Masa jabatan berakhir

2) Mengundurkan din sasuai keteniuan yang berlaku

d) Tidak lagi memenuhi persyamtan peraturan perundang-undangarn
vang berlaku.

4) Meninggal dunia

5) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

RUFS dapat memberhentikan jabatan anggola Direksi sewaktu-wakiu
sebalum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan
pamberhentiannya.

Dewan Komisars berhak memberhentikan untuk sementara waktu
seorang atau lebih anggota Direksl jikalau mereka bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalsikan kewajibannya
atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan,
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f.  Pemberhentian sementara tersebut harus diperitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan diserai alasan yang menyebabkan
pemberhentian sementara tindakan tersebut.

g Dalam wakiu 30 (iga puluh} har atau sebagaimana ditetapkan dalam
Angaaran Dasar, setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan
Komisaris diwajibkan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksl yang
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan
kepada kedudukannya, dengan tedebih dahulu  memberikan
kesempatan pada anggota Direksi tersabut untuk membela dir,

h. Jika RUPS lidak diselenggarakan dalam jangka wakiu sebagaimana
ditetapkan dalam bulir g, maka pemberhentian sementara tersebut
dinyatakan batal den anggota Direksi yang diberhentikan kembaii
menjalankan tugas dengan kuasa dan kewenangan yang sama.

i. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri| dan jabatannya dengan
memberitahukan sacara lertulis mengenai nﬁksudnya tersebut kepada
Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan
Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 20 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya dan berlaku ssjak tanggsl
disetujui parmohonan pengunduran dirinya oleh Rapat Umum
Pemegang Saham; namun jika tidak ada keputusen dari RUPS maka
anggota Direksi tersebut bernentl pada tanggal vang diminta atau
dengan lewalnya waklu 30 (liga pulub) han sejak tanggal surat
permohonan pengunduran din diterima tanpa memerlukan persatujuan
RUPS.

i, Anggota Direksi yang mengundurkan din tersebut wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas ftindakan-findakannya yang balum diterima
pertanggungjewabannya oleh RUPS. Pertanggungjawaban fersebul
dibual secara ‘eruls bensi mengenai kegiatan yang telah
dilaksanakan sampai dengan tanggal pengunduran din dan hasilnya.

7. Program Pengenalan Diroksi

Program pengenalan perusahaan diberikan kepada anggota Direksi yang
baru. Program pengenalan dimaksudkan agar Direksi yang berasal dan
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berbagai latar belakang dapat ssaling mengenal dan  memahami
Parusahaan.

Pelaksanaan Program Pengenalan perusahaan meliputi hal-hal sebagai
berikut :

a. Sekretaris Perusahaan berlanggung jewab untuk  mengadakan
program pangenalan yang materinya meliputi-|

1) Pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate govemance, Code of
CG dan code of concduct

2} Gambaran umum perusahaan meliputi visi misi, Wwjuan, sifal dan
lingkup kegiatan, RKAP |, kinerja keuangan dan operasi, strategi,
rencana usaha fangka pendek dan jangka panjang, kondisi
persaingan usaha, tingkat risiko dan berbapai masalah stretegis
lainmya, '

3) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan,
audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian
internal, termasuk Komite Audit

4) Keterangan mengenal tugss dan langgung jawab Direksi dan
hubungan kerfa dengan Dewan Komisaris serta hai-hal yang tidak
diperbolehkan dilakukan oleh seorang anggota Direksi,

b. Sekretaris Perusahaan menyiapkan hakhal yang diperiukan untuk
melakukan program pangenalan seperti:

1) Jacwal peremuan dengan Dewan Komisaris dan Pejabat
Parusahaan

2) Mater Presaentasi oleh Komisaris Utama

3) Mater Presentasi oleh Direktur Utama

¢ Sekretars Perusahaan memberitshukan Dirsktur Utama  atau
penggantinga bahwa program pangenalan slap untuk dilaksanakan

d. Sekretaris Perusahaan menyiapkan dan menysmpaikan undangan
yang dilengkapi dengan bahan-bahan program pengenalan Anggota
Direksi yang baru

e Anggota Direksi yang baru ditunjuk mempsiajari bahan-bahan yang
diterima
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f. Dewan Komisaris dan Dinskal mengikuli program pengenalan Anggota
Lireksl yang bam ditunjuk meliputi;
1) Presentasi cleh Komisars Utama
2) Presentasi cleh Direkiur Utama
3) Perkenalan dengan Pejabat-pejabat Perusahaan
4) Presentasi ringkas dari Pejabat Perusahaan mengenai bidang vang
menjadi kewenangan masing-masing

9. Bila masih terdapat hal-hal vang periu ditanyakan oleh Anggota Direksi
yang baru dilunjuk, maka pertanyaan dapat digjukan baik secara
tertulis maupun lisan kepada pihek-pihak yang terkait

h. Apabila diperlukan, Sekretaris Perusahaan mengatur kunjungan Direksi
ke unit kerja/kantor cabang/proyek Perusahaan.

i. GSokretaris Perusahaan mendokumentasikan daftar hadir atas
pelaksanaan program pengenalan.

8. Program Peningkatan Pengetahuan Direksi

a. Direksi menyeienggarakan program peningkatan pengetahuan yang
terstrukiur dan sistematis untuk meningkatkan dan memperdalam
kemampuan (skill and knowledge) bagi setiap anggota Dirslsi,

b. Perusahaan menyediakan program peningkatan pengetahuan Direksi
yang dananya diangparkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Fensahaan dan dianggarkan secara tarpisah dari anggaran pendidikan
dan pelatinan untuk karyawan.

©. Masing - masing Direksi membuat laporan atas hasil pelatihan yang
telah dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelsh selesai
meangikutl pelatihan.

B. TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dirgksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perusahaan unfuk kepentingan dan twjuan Perusahaan seria
mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan
Anggaran Dasar.

e e
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Sifat dari fanggung jewab tersebut edalah tanggung renteng apabila yang

bersangkutan baersalah atau laiai menjalankan tugasnya untuk kepentingan

Perusahaan meskipun f{elah memenuhi peraturan yang berlaku. Tanpgung

|awab fersebut meliputi :

1. Direksi dalam menjalankan tugasnya uniuk kepentingan perusahaan, harus
melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatkan kepentingan
dan berbagai pihak yang barkepenfingan sssual dengan ketentuan
peraturan per undang -undangan yang berlaku,

2. Direksi beranggungiawab alas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan.

3. Direksi bertanggungjawab penuh dalam menjalankan tugasnya uniuk
kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-
undangan yang berlaku,

4. Sefiap anggota Dirsksi bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan
dan kelalaian dalam menjalankan tugas yang bertentangan dengan kaidah-
kaidah manajemen profesional yang baraku.

C. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI
1. Kebijakan Umum

a. Setiap Anggeta Direksi wajib dengan itikad bek dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

b. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedakuy,
Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas
Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kelentuan peraturan-

peraturan perundang-undangan yang beraku, Anggaran Dasar dan
kepulusan RUPS.

¢. Menjalankan segala tindakan vyang berkaitan dengan pengurusan
Perusahaan untuk kepantingan Perusshaan dan sesual denpan
maksud dan tujuan Perusahaan,

d. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
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e Menerapkan good comporate govermnance secam  konsisten dan
berkelanjutan,

f. Pembagian fugas dan wewenang sefiap Anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi

9. Menyusun daftar calon direksi / manager satu tingkat dibawah direksi
urtuk disampaikan kepada Dewan Komisans jika diperiukan.

h. Menyampaikan pemintaan izin kepada @ Dewan Komisars atas
transaksi - transaksi yang pelaksansannya wajic mendapatkan
persetujuan dar Dewan Komisaris,

2. Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hubungannya dengan Rapat Umum Pamegang Saham, Direksi
WajiD :

a. Memberkan peranggungjawaban dan segala keterangan tentang
keadaan dan jalannya perusahasn berupa laporan tahunan termasuk
perhitungan keuangan tahunan kepada RUFS.

b. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal ada anggota Direksi
menolak untuk  menandatangani Laporan Tahunan, maka harus
disebutkan alasannya.

c. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS
Luar Biasa. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam hal
menentukan lempal, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda
rapat sesuai dengan Angaran Dasar Perusahaan,,

d. Menyampaikan terleblh dahulu agenda rapat secars jelas dan rinci
kepada Pemegang Saham selambat lambatnya 7 (ujuh) har sabslum
mengumumkan rencana rapat.

&. Menyampaikan hasil rapat selambatlambatnya 2 (dua) han kerja
setelah rapat diselenggarakan kepada Pemegang Saham .

f. Menyediakan bahan rapat RUPS dan diberkan cuma-cuma kepada
Pemegang Saham.
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g Memberkan Risalah RUPS kepada Pemegang Saham jika diminta oleh
Femagang Saham. '

h. Maminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran
Dasar,

i. Direktur Ltama memimpin Rapat Umum Peamegang Saham apabila
anggota Dawan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Komisards Utama
untuk memimpin RUPS tidak hadir. Dalam hal Direktur Utama
berhalangan hadir dalam RUPS maka Direktur Utamea wajib menunjuk
sacara tertuils salah satu anggota Direksi untuk memimpin RUPS,

3. Strategi dan Rencana Kerja

a, Menyusun menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan stiategi
Perusahaan. Pengkajian visi dan misi dilakukan minimal 2 (tiga) tahun
sakal atau setiap saat bila diperlukan penyesuaian,

b. Mengusahakan dan menjamin tedaksananya strategl perusahsan dalam
rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditstapkan.

¢. Menyiapkan rencana pengembangarn pelusahaan sera
menyampalkannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
untuk mendapatkan pengesahan.

d. Menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur dan  pedoman
penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJFFP) dan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

a. Menyusun/ menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

. Menyiapkan Rencana Kerja dan Angaran Perusahaan (RKAF) sebagai
penjabaran rencana tahunan dari RJPP.

g. Mengupayakan lercapainya target - target jangka pendek yang tercantum
dalam RKAP
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Sistem Pengendalian Intern

.

L=

Direksi harus menetapkan kebijakan Sistem Pangendalian Intem yang
afakiif untuk mangamankan investasi dan aset perusahaan

Kebijakan Sistem Pengendalian Intern  Perusahaan  harus
diimplementasikan sacara efektif untuk mencapal tuuan Perusahaan.

Dalam memastikan Sistem Pengendalian Intern berfungsi secara
efektf, Direksi dibantu oleh Intemal Audit dalam memberikan
pemyataan tentang fingkat kecukupan pegendalian intern perusahaan
pada level operasional dan level enfitas,

Direhsi menerbitkan laporan tentang tingkal kecukupan pengendalian
imernal (internal control reporf) pada akhir tahun, yang berisikan
pernyalaan bahwa manajemen bertanggungjawab untuk menetapkan
dan memelihara struklur pegendalian intem |dan prosedur pelaporan
keuangan yang memadai serla efektivitas strukiur pengendalian intam,
Uireksi menetapkan mekanisme unluk menjaga kepatuhan terhadap
peraturan peraturan perundangan- undangan yang berdaku dan
perjanjian dengan pihek ketiga dan menjalankannya.

6. Manajemen Resiko

Liraksi menarapkan manajemen risiko dan melaksanakan secara konsisten
mencakup;

d,

Identifikasi risiko, yaitu proses untuk mengenall jenis jenis risiko yang
relevan dan berpotens: akan terjadi.

. Pengukuran risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak, dan

probabilitas dari nsiko yang telah diidentifikasi.

. Pedoman penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya -

upaya yang harus ditakukan untuk menangani apabila terjadi suatu risiko
tertaniu,

. Pemantauan Risiko, yallu proses pemantauan lerhadap pelaksanaan

manajermen nisiko, melakukan pengukuran dampak risiko yang terjadi
dan melakukan koreksi terhadap Pedoman Penangan Risiko apabila
dampak yang terjadi tidak sesua dengan yang diharapkan

. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas

manajemen risiko yang dilakukan didalam perusahaan.
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f. Pelaporan dan pengungkapan, yallu proses untuk melaporkan sistem
mangjemen  nisiko  yang  dilaksanakan | perusahaan  beserta
pengungkapannya pada pihak pihak ferkat sesusi ketenluan yang
beraku.

. Direksi membuat rencana kera perusahasn untuk  mensrapkan
kebijakan manajemen risiko.

h. Dalam hal tndakan perusahaan untuk menangani risiko yang herus
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi mengajukan usulan
kepada Dekom/RUPS

6. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Pemegang Saham dan pamangku kepentingan lainnya perlu mendapatkan
informas mengenal perusahaan oleh karena v informasi atau fakta
material, antara lain untuk hal- hal sebagai berikut;

a Penggabungan usaha, perbalian saham, peleburan usaba, atau
pembentukan usaha patungan, sesuai dengan peraturan yang berlaku..

b. Direksi wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangsan Perusahaan kepada pihak lain sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tapat wakiu,
akurat, jelas dan chyektif

c. Direksi harus mengambil inisiatif untuk meangungkapkan tidak hanya
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun
juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Femegang
saham, Dewan Komisaris, kreditur dan siakeholders, antara lain
mengenai :

1} Tujuan, sasaran usaha dan strategi Pesusahaan.

2] Penilgian terhadap Perusahaan oleh Kantor Akuntan Pubik lembaga
pemenngkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.

2) Riwayat hidup anggota Komisarls, Direksi dan eksekutif kunci
Ferusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka. Sistern pamberian
honorarium untuk Kanior Akuntan Publik Perusahaan.

4) Sistem penggajian dan pemberan tunjangan untuk Auditor |ntemal,

anggota Komisaris dan Direksi,
__“_
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5) Faktor rislko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian
manajamen atas iklim berusaha dan fakior risiko.

B) Informasi material mengenai karyawan Perusahaan dan stakeholders.

) Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan,
dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang
melibatkan Penusahaan.

8) Benturan kepentingan yang mungkin ekan feradi dan/atau vang
sedang berlangsung.

8) Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Govermance.

9. Direksi berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris
terfebih dahulu sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham,

i Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate
Govemance dan masalah material yang dihadapi perusahaan.

I. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan
memastikan agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan
sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada
masyarakat,

I. Anggota Direksi dilarang baik langaung maupun tidak langaung memuat
pemyataan fidak benar mengenai fakta yang matedal atau tidak
mengungkapakan fakia yang material agar pernyataan yang dibuat tidak
menyesatkan mengenai keadaan perusahaan yang teradi pada saat
pemyataan dibuat,

k. Anggota Direksi bertanggung jawab secara sendin - sendiri maupur
tanggung renteng atas kerugian Pemegang Saham sebagai akibat
pelanggaran memberikan permyataan tidak benar mengenai  fakla
material atau fidak mengungkapkan fakta yang material sehingga
menyesetkan mengenai keadaan perusahaan sesuai dangan
perundang-undangan yang beraku

|. Anggota Direksi tidak dapat dimintai partanggungjawaban secara sendiri
sendii maupun tanggung renteng atas Ketentuan sebagaimana
dimaksud pointt apabila angots direksi yang bersangkutan telah cukup

H"'—E"'—"'_ﬁ-_
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berhati hati dalam menentukan bahwa pemyataan tersebut adalah benar
dan tidak manyasatkan.

7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

a. Direksi berkewajban unfuk  mengambangkan dan  memimgin
penerapan Good Corporafe Goverance sera melakukan pengukuran
lerhadap penerapannya.

b. Direksi berkewsjiban memantau  dan mendorong dilaksenskannya
code of conduct oleh semua insan perusahaan,

c. Angpots Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau
manerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang
barharga kepada pejabat pemenntah dan stau pihak-pihak lain yang
dapat mempengaruhl atau sebagal imbalan stas apa yang telah
dilakukannya dan tindakan lainnys sesual peraturan perundang-
undangan yang berdaku,

d. Direksi berkewajiban untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi
yang disebabkan adanya benturan kepentingan.

e. [Direksi menetapkan kebijakan tentang kepstuhan pelaporan harta
kekayaan penyelanggara negara (LHKPN)

f. Direksi menetapkan kebiakan lentang pengendalian grafifikasi dan
memantau palaksanaannya.

g. Direksi menatapkan kebijakan tentang sistem pelaporan atas dugsan
penyimpangan  pada perusahaan (whisfie  Dlowing  syslen),
menindaklanjutl seliap informasli pengaduan yeng ditedma dan
melindungi kerahasiaan pelapor.

h. Direksi berkewajiban untuk mencegah pangambilan keuntungan pribad
yang disebabkan adanys benturan kepentingan.,

8. Hubungan dengan Stakeholders

a.  Untuk meningkatkan hubungan dengan slakeholders Direksi
menetapkan kebijakan operasi Perusahaan yang mengatur hubungan

R ——————————————————
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dan kewajiban terhadap sfakehoiders sebagaimana diatur delam Code
OF Gorporate Govermnance

b, Direksi walib menyediakan lingkungan kera yang aman dan sehat serta
bebae dari eagala bantuk tekanan (pelecahaniharrasment)

8. Sistem Akuntansi dan Pembukuan

a. Direksi  wajib  menyusun  Laporan Keuangan Berkala dan
menyampaikan kepada Pemsgang Saham| paling sedkit 2 (dua)
eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan
laporan salinan elektronik (soff copy). Laporan Keuangan Berkala yang
dimalksud adalah laporan keuangan tshunan dan laporan keusngan
tengah tahunan perugahaan yang terdin dari
1) laporan posisi keuangan (neraca);

2) laporan laba rugi komprehensif:

3) laporan parubahan ekuitas;

4) laporan arus kas;

5)laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika
perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospekdif |
wajib membuat penyajian kambali pos - pes dalan keuangan atau
merekiasifikasl pos-pos dalam laporan keuangannya; dan

6) catatan atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan keuangan berkala harus dinyatakan bahwa
catatan atas lapomn keuangan merupaken begian yang lak
terpisahkan darl laporan keuangan

b. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Berkala wajib mengikutl
ketentuan Standar Akuntansi Keuangan,

c. Laporan kesuengan tahunan wajib disgikan secara perbandingan
dengan penode yang sama tahun sebelumnya.

d. Laporan keuangan tahunan wajb diserlai dengan Laporan Akuntan
dalam rangka audit atas laporan keuangan.

g Laporan keuangan tahunan wajb disampaikan kepada Pemegang
Saham

. Laporan keuangan lengah tahunan wajib disalikan secara
perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,

kacuali untuk I:HEran posisi kauanEan snamc:a:: Er akhir periode
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tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan
(nereca) per akhir ahun buku sebelumnya,

Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada
Pernegang Saham

Dalam hal Laporan Keuangan Berkala mendapatl opini selain wajar
tanpa pengecualian, maka pengumuman laperan keuangan lahunan
dan tengah tahunan, wajib pula memuatl paragral penjelasan Akuntan
atas opininya.

Dalam hal batas wakiu penyampaian Laporan Keuangan Berkala jatuh
pada han liour, maka Laporan Keuangan Berala wajib disampaikan
pada satu hari kerja berkutnya

Membuat Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab atas
Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Surat
Pernyataan tersebut ditandatangani eleh Direktur Utama dan seorang
Direktur yang membawahl bidang akuntansi atau keuangan dan
bemmeteral cukup dan dilekatkan pada laporan keuangan. Direksi
secara tanggung rentang bertanggung jawab atas pemyataan yang
dibuat termasuk kerugian yang mungkin ditimbutkan.

Menyusun sistem skuntansi dengan berpedoman pada  Standar
Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prnsip pengendalian
ntern  yang kuat, terutama dilakukan pemisshan antara fungsi
pengurusan, pencatatan, penylmpanan, dan pengawasan.

Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi
Perusahaan sesuai dangan kelaziman yang berlaku bagi Perusahaan

10. Tugas dan Kewajiban Lain

Diseksi berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabeal
Mepara setelah diangkat sebagal anggole Direksi.

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraluran perundang-
undangan yang berlaku,
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Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada
Dewan Komisaris,

Direksi menetapkan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan.

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intem yang berkualitas
dan efektif.

D. WEWENANG DIREKSI

1. Umum

a.

Menatapkan  kebijakan-kebiakan dalam rangka melakukan
pengelolaan Perusahaan.

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau
beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas
nama Direksi atau mewsakili Perusahaan di dalam dan di luar
pangadilan.

Mengalur penyarahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau
beberapa orang pekerda Perusahaan baik sendi-sendid maupun
bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di
dalam dan di luar pengadilan,

Menetapkan Pedoman Pengadaan Barang /Jasa oleh Perusahaan
yang menguntungkan bagi perusshaan baik harga maupun kualitas
barang/jasa tersabut.

Menstapkan keteniuan-ketentuan tentang kepegawsian Perusahsan
dan melakukan pengaturan tentang kepegawaian.

Mengangkal dan memberhentikan pekera Perusahaan berdasarkan
pefaturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan  perundang-
undangan yang bariaku

Direksi menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja untuk unit dan
jabatan dalam organizasi yang ditstapkan secara ocbyektif dan
transparan.
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Direksi menetapkan targel kinerja berdasarican RKAP dan diturunkan
secara Derenjang di tngkat unit | sub unit dan jabatan di dalam
Drganisasi.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerfa untuk
jabatanfunit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan,

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan. Sekretarie
Perusahaan yang diangkat adalah sesecrang yang berkualitas dan
berpengalaman

Melakuken segala findakan dan perbuatan lainnya mengenai
pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat
Perugahaan dengan pihak lain  danatau  pihak  lain  dengan
Perusahaan, serta mewakill Perusahaan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadlan, dengan
pembatasan-pembatasan  sebagaimana distur dalam  peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar danfatau Keputusan RUPS.

Z. Kewenangan Direksi yang memerukan persetujuan terfulis Dewan
Komisaris

&,

b.

Mengagunkan Aktiva Tetap untuk penarikan kredit jangka pendek

Mengadakan kefjazama dengan badan usaha atau pihak lsin berupa
karjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset Kerja
sama Operasi (KS0), Bangun Guna Serah ( Build Operate
TransferfBOT), Bangun Miik Sersh ( Bulld Own Transfer/BOWT),
Bangun Serah Guna ( Bulld Transfer Qperate/BTD), Bangun Serah
Guna ( Build Transfer Operate/BTO), dan kerdasama lainnya dengan
nilai atau jangka wakiu tertentu yang ditetapkan cleh RUPS,

Menerima  atau  memberkan  pinjaman  jangka panjang
menengah/panjang, kecuall pinjaman (utang atau piutang) yang tmbul
karena transaksi bisnis, dan pinjaman vang diberkan kepada anak
perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan
Perseroan diaporkan kepada Dewan Komizaris.

Menghapuskan dan pembukuan piutang macet dan persediaan parang
mati.
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e. Melepashan askiliva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim
berlaku dalam industry pade umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun,

. Menstapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat
dibawah Diraksi.

3. Kewenangan Direksl yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS

a.  Mengagunkan aktiva tfetap uniuk penarkan  kredil  jangka
menengah/panjang.

b.  Malakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
c. Mendirkan anak perusahaan dan/stau perusahaan patungan,
d.  Melepaskan panyertaan modal pada anak perusanean patungan.

e Melakukan penggabungan, peleburan, pengembilalihan, pemisahan,
dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.

. Mengikat Perserocan sebagal penjamin (borg atau avalist),

9. Mengadakan kerasama.dengan badan usaha atau pihak lain berupa
werjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kera
Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah ( Bulld Operate
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah { Build Own Transfer/BOwT),
Bangun Serah Guna ( Build Transfer Operale/BTO), Bangun Serah
Guna ( Build Transfer Operate/BTO), dan kefasama lainnva dengan
nilai atau jangka wakiu melebihl penetapan RLUPS,

4. Kewenangan Direksi yang wajib mendapat persetujuan dari RUPS

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalinkan kekayaan
Perusahaan atau menjadkan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang
merupakan lebih dan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Parusahaan dalam 1 (satu) ransaksi atau lebih, baik yang berkaitan saty
sama lain maupun tdak dalam 1 (satu) tahun buku.

5. Kewenangan menjalankan tindakan-tindakan lainnya

Dewan Komisaris dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direlksi
yang diatur dajam Anggaran Dasar.
P —————— ——
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E. HAK-HAK DIREKSI
1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan,

2. Menetapkan kebijjakan kepengurusan Perusahaan

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk
penatapan gaj, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
para pegewal Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undsngan
yang beraku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan har
tua dan penghasilan lain bagi pegawal yang melampaul kewajiban yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari RUPS

4. Mengangkat dan membermentkan pegawai Perusahaan berdasarkan
peraturan kepegawaian Perusahasn dan peraturan perundang-undangan
yang bariaku

5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa
orang anggota Direks| untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau
mewakii Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan

6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa
orang pekera Perusahaan baik sendii-sendii maupun bersama-sama atau
kepada crang lain, untuk mewsakili Perusahaan di dalam dan di luar
pengadilan

7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan
dan pemilkan kekaysan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak
lain danatau pihak lain dengan Perusahaan, sarta mewskill Perusshaan di
dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diastur dakam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS

8. Menerima gaji dan tunjanganfazilitas lainnys, termasuk santunan puma
jabatan yang jenis dan jumiahnya ditetapkan oleh RUPS

F. INDEPENDENSI DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-balknya demi kepentingan Perusahaan,
maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus

m
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dijega. Untuk menjaga independensi, meaka Perusahasan menstapkan
ketentuan sebagal berikut:

1. Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang campur tangan
dalam pengurusan Perusahaan atau mempengaruhi  Direksi  dalam
menjalankan usaha Perusahaan

2. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu
indapendensinya dalam mengurus uszha Perusahaan,

. ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus selalu melandasi diri
gengan etika jabatan, Etika jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direks| dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan
(conflict of interesf) dan mengambil keuntungan pribadi, dar pengambilan
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan
yang sah.

2. Direks! wajib melaporkan kepada Pemegang Saham  melalui Sekretaris
Perusshaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada
Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain 1ermasuk setiap perubahannya.

3. Direksi wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan
kepentingan, dan Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan dis
dalam proses pengambilan keputusan Direksi yang berkaitan dengan hal
tersebut. Apabila ada salah ssorang Direksi vang tidak melibatkan diri dalam
proses pengambilan keputusan, maka Direksi lainnya akan meangambil
keputusan dengan tetap mempertahankan mdependensinya,

4. Dalam melaksanakan ugas dan fungsinya, setiap anggota Direksi harus:

1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan sera
prinsip-prinsip  profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggung jewaban, serta kewajaran, beritikad baik,
penuh kehati-hatien dan  bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kapantingan
Perusahaan dan sesuai dengen maksud dan tujuan Perusahaan,
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2) Melampirkan PFakla Inlegritas dalam usulan Direksi yang harus
mendapal rekomendasl dan Dewan Komisariz dan persetujuan
Femegang saham,

3) Memperbsharui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan
secara berkala pada setiap awal tahun.

H. PENETAPAN KEBIJAKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI
1. Umum

a. Kebijakan Pengurusan Perusahaan adalsh sualu pedoman tindakan yang
diambil oleh Direksl di dalam menjalankan, mengarabiken dan
mengendalikan kegiatan kera tertentu atau menyelesalkan suatu
parmasalahan tertentu, di mana substansi permasalahan atau kegiatan
keda dimaksud belum diatur dalam suatu aturan yang baku,

b. Keputusan yang diambil cleh Direksi dapat berupa suatu keputusan
vang diambil melalu Reapat Diraksi, atau dapat pluta  merupakan
keputusan yang diambil secara individual tanpa melsiul rapat.

2. Pringip-prinsip Kebijakan Pengurusan Perusahaan

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut
dalam kegiatan sehan-hari, maka prinsip-pringip berikut ini  harus dipatuhi
oleh Direksi

a. Dalam hal suatu kebijakan vyang substansinya bersifat siralegis dan
materlal, maka keputusan yang diambil harus melalui rapat Direks|
(kolegial). Penjabaran lebih lanjut mengenai kebijskan yang bersifat
strateqis dan material dijabarkan datam kebijakan tersendiri.

b. Dalam suatu dan lain hal, apabila anggota Direksi yang berada dalam
lokas| Perusahaan kurang dari % seluruh anggota Direksi sehingga tidak
memungkinkan untuk mengadakan rapat Direksi, padahal Direksi harus
mengambil keputusan yang bersifat strategis dan material, maka
keputusan harus diambil cleh Direksi yang ada dan keputusan tersebut
harus disampaikan dalam rapat Direksi berkutnya untuk mendapatkan
persehjusn

1] ?d
Tata Loksana Kerfa Direksi dan Guwan Korisards (foond Moapo)
AT Djakarta Liayd (Persero) |



&. Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan
yang timbul, setiap anggota Direksi wajib memperimbangkan beberapa
hal sebagai berikut

1) Mikad baik,

2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup.

3) Investigasi yang memadai terhadap permasalahan yang ada, serta
berbagal kemungkinan pemecahannya beserta dampak positif dan
negatifinya bagl Perusahaan,

4) Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan
Perusahaan.

5) HKoordinasi dengan anggota Direksi lainnya khususrya untuk suatu
kebijakan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung
kepada tugas dan kewenangan serta kshijakan anggola Direksi
lainnya

d. Dalam menjalankan kewajban  sehari-hari, Direksi  senantiasa
mempartimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan

FPerusahaan.

e, Pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada pagawai atau pihak
lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan, wajib
dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disatujul Direktur Utama,

. Bentuk-bentuk Kebljakan Pengurusan Penusahaan seperti  Surat
Keputusan dan lain-lain diatur dalam Dokumen Perusahaan tersendi.

. PENDELEGASIAN WEWENANG DIANTARA ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas pama
Direks! serta mewakli Perusahaan, dengan ketentuan semua tindakan
Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi

2 Jika Direktur Litama tidak ada stau berhalangan karena sebab apa pun, hal
mana tidak peru dibuktikan kepada pihak ketign, maka =alan Se0rang
Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama
berwenang berindek atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas
Direktur Utama
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J.

- Dalam hal Direkiur Utama tdak melskukan penunjukan, maka anggota

Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Llireksi serta melaksanakan ugas-tugas Direktur Utama,

- Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu) erang anggota Direksi yang terams

dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama datam jabatan dan yang
tertua dalam usia yang berwenang berfindak untuk dan atas nama Direksi
serta malaksanakan tegas-tugaes Direkbur Utama.

- Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan

hadir karena sebab apapun, hal mana tidak peru dibukiikan kepada pihak
ketipa, maka angoota-anggota Direksi binnya barsepakat untuk menunjuk
salah secrang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota
Direksi yang berhalangan tersebut.

FEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

1. Kebijakan Umum

Direksi bertugas secara kolekt!, namun agar lebih efisien dan efektif dalam
meiaksanakan lugas maka perdu dilakukan pembaglan lugas di aniara
Anggota Direksi  Sekalipun telsh dilakukan pembagian tugas, Direkal
sebagai organ Perusahaan secara kolekif mempunyai  wewanang
pengurusan aias tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang
Anggota Direksi dan karananya wajib melaksanakannya,

. Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang seliap anggota Direksi ditetapkan oleh
RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang
tersebul, maka pembegian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direkei.  Penjabaran lebih rincl dari pembagian
tugas tersebut ditetapkan dergan Kepulusan Direksi.

3. Direktur Utama (President Director)

a. Hak dan Wewenang Direktur Utama (President Director)

1) Direktur Utama (Fresident Direclor) berhak dan  berwenang
bartindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan
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dengan ketentuan semua tindakannya telah disetujui oleh rapst
Direks.

2] Menunjuk wakilkuasanya dengan menggunakan surat penunjukan
kepada Anggota Direksi lain, jika Direkiur Utarma fidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun.

b. Tugas Direktur Utama (President Director)

1) Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  fungsi  pengurusan/
pengelolaan perusahaan oleh para anggota Board of Direclor sesuai
tugas pokok Perusahan dan melaksanakan hugas lain sesusi
dengan kebijakan yang ditetapkan cleh Rapat Umum Pemegang
Saham;

2] Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Board of Directors yang
dilakukan oleh para Direksi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
meliputi pengawasan intem, sekretariat perusahaan, perancansan
strategis  Perusahaan, pengadaan barang dan/ atau jasa,
manajemen risiko dan kepatuhan serta manajemen Provek

3) Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh
Direktur, dalam hal

(a) Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan
umum Perusahaan berdasarkan pringsip efisiensi, efekiif dan
sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan

{b) Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategl
pengelolaan Perusahaan sscara manysluruh

{c} Mengendelikan dan mangeveluasi seluruh kegiatan Perusahaan

{d) Mengkoordinir menyiapkan Rencana Jangka Panjang

(e) Menyampaikan Rencana Jangka Panjang vang telah
ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada
RUPS untuk mendapatkan pengesahan

() Menyiapkan Rencana Kera Anggaran Perusahaan yang
menipakan penjabaran tahunan dari Rencane Jangka Panjang

m
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{g) Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk
memperoeh pengesahan dalam wakiu 8 (enam) bulan setelah
tahun buku Perusahaan di tutup

(h) Mengangkat pejabat Kepala SPI dan Sekretars Perusahaan
dengan persetujuan Komisaris Utama.

(i) Menyiapkan kebijakan wumum pengawasan oleh  Satuan
Pengawasan Internal

() Menetapkan Piagam Satuan Pengawas Internal {charter Infem
Audit) dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
Komisars Utama dan salah satu anogota Komisaris
Indepandan,

(k) Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah
yang diperiukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam
seliap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan
Pengawasan |ntem

(I} Memimpin kegiatan yang  bersifat strategis  dalam
pengembangan Perusahaan

(m) Melakukan menitoring terhadap Perusahaan  Anak  dan
Perusahaan Joint Venture

¢. Tanggung jawab Direktur Utama (President Director)

1}

2)

3)

4]

5]

Direktur Utama (President Director) bertanggung jawsb penuh atas
pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan
serta mewakili Perusahaan baik di dalam meaupun di luar pengadiian

Direktur Utama bersama Anggota Direksi lainnya bertanggung jawab
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
dalam menjalankan tugasnya

Menjamin keandalan pengendalian intermal perusahaan
Mengupayakan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik

Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan RUPS.

7
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d. Hak, wewenang dan Tanggung Jawab Direktur independen :
1} Memperoleh informasi tentang rencana kegiatan parusahaan

2] Mendapatkan tembusan laporan pelaksanaan keglatan yang dibuat
oleh anggota Direksi

3) Melakukan analisis terhadap rencana kegiatan perusahaan (RKAP)
yang disusun tetap mempedulikan kepentingan sfakeholder.

4} Melakukan analisis terhadap laporan kegiatan parusahaan untuk
meyakinkan bahwa operasi perusahaasn dilsksanakan sesuai
dengan rencana (RKAP) yang telah chigetujui.

e. Hak, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Lain

1) Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam
manatapkan kebijokan atau Keputusan Direksi

2) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan tata laksana
Cirektorat yang dipimpinnya

3) Melaksanakan tugas pokok masing-masing direktorat yang
dipimpinya sesuai dengan kebijgkan yang telah ditetapkan clah
Rapat Umum Pemegang Saham dan tata cara melaksanakan tugas
Board of Director.

K. RAPAT DIREKSI
1. Kebijakan Umum

a. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadid oleh
Direksi

b. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di fempat kedudukan
Perusahaan atau di ternpat lain di dalam wilayah Republik Indonesia

. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama
m
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d. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah
sgorang Direklur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direklur Ulama yang
memimpin rapat Diraksi,

e, Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah
secrang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi
yang memimpin rapat Direksi.

f. Dalam hal Direktur Utama yang paling lama menjabat sebagai anggota
Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terdama
dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang barindak sebagai
pimpinan rapat Direks),

g. Keputusan Direksi dapat diambil tidak melalui (dilvar) Rapat Direksi,
sepanjang seiuruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.

h. Direksi menetapkan Pedoman/Tata Tertib rapat Direksi, yang meliputi;

1) Etika rapal
2) Tata penyusunan risalah rapat
3] Palakzanaan evalussi indak lanjut hasil rapat sebelumnya

i. Pembahasanftelaah atas arahan/usulan tindak lanjut pelaksanaan atas
keputusan Dewan Komisaris. Direksi hackr dalam setiap rapat, jika tidak
dapat hadir harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

2. Jadwal dan Agenda Rapat

1) Diraksi manyusun rencana rapat Direksi dan agenda vang yang dibahas.
Rapat Direksi dapat dilakukan setiap wakiu apabila :

{a) Dipandang perlu oleh secrang atau lebih anggota Direksi.

{b) Atas permintaan tertulis darl seorang atau lebih anggola Dewan
Kamisaris,

{c) Atas permintaan terulis dari Pemegang Saham

2} Rapat Direksi herus diadakan secars berkala, sekurang-kurangnya
sekall dalam setiap bulan.

3) Panggilan Rapst Direksi dilakukan secara terulis oleh anggota Direksi
yang barhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu

m
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paling lambat 3 (bga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam kurun
wakiu yang lebih singkat jka dalam keadsan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tangga! rapat

4) Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat rapat,

3) Panggilan rapat tedebih dahulu tidak disyaratkan spabila semus
Anggota Direksi hadir dalam rapat.

6) Maleri rapat distapkan oleh Sekretars Perusahaan, Mater rapat

disampaikan kepada peserts rapat bersamaan dengan penyampaian
undangan.

7} Sebelum rapat dilangsungkan, Sekrelaris Perusahaan terlebih dahulu
mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para
anggota Direksi.

8) Satiap anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda rapat
yang akan dilaksanakan.

8) Dhdalam sebiap rapat yang diadakan harus dilakukan evaluasl terhadap
hasil rapat sebalumnysa.

3. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam Rapat

a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadin cleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumiah
anggota Direksi atau wakilnya yang sah

b. Dalam mata acara lain-lain, rapat Diraksi tidak berhak mengambil
keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang aah, hadir
dan manyetujui penambahan mata acara rapat

c. Untuk memberkan suara dalam pengambilan keputusan, seorang
anggota Direksi dapat diwakill dalam rapat hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan kuasa terulis yang diberikan khusus untuk
keperiuan itu

d. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakill seorang anggota Direksi
lainnya.
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4. Prosedur Rapat Direks]

&, Prosedur Persiapan Rapat Rutin

1) Sekretaris Perusshaan membuat undangan atau pemberitahuan
rencana rapal rutin kepada masing-masing anggota Direksi

2} Sekretars Perusahaan dapat mengundang pihak lain dalam rapat
Direksi  atas perintah Direkiur Utarma, selanjulnya Sekretaris
Perusahaan menyampaikan undangan atau pemberitahuan kepada
pihak yvang dimaksud,

3} Masing-masing anggola Direks mempersiapkan bahan-
bahan/dckurnen sesual dengan fungsi dari Direktoratnya untuk
dibagikan pada saat sebelum rapat berlangsung.

b. Prosedur Persiapan Rapat Direks|
1) Sekretaris Perusahaan menerma ! mengumpulkan bahan-bahan /

dokumen [ laporan manajemen atau informasi lain yang diperiukan
Direksi dalam rapat dari satuan/unit kerja di lingkungan Perusahaan.

2! Sekretans Perusahaan menyampaikan bahan-
bahan/dokumen/laporan atau informasi lain yang diperukan Direlsi
kepada Direktur Utama.

d) Direkiur Utama mempelajari bahan-bahan tersebut dan memberikan
disposisi sebelum dikembalikan kepada Sekretaris Perusahsan
untuk ditindaklanjuti.

4} Atas dasar disposisi Direksi, Sekretaris Perusahaan menindaklanjuti
dengan menyusun agenda rapat

5) Sekretaris Perusahaan mengedarkan agenda rapat besarta bahan
rapat kepade para anggota Direksi untuk mendapatkan masukan,

8) Anggots Direksi menenma dan mempslajari agenda serta bahan
rapat untuk dipelajaril dan dikemballken kepada Sekretars
Perusahaan beserla masukan-masukan (jka ada) serta
membubuhkan paral sebagai tanda persetujuan atas agenda rapat

] H':l
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7} Sekretars Perusshaan membuat surat panggilen rapst dengan
dilampin agenda rapat

B) Dalam hal diperlukan mengundang pihak lain, Sekretars
FPerusahaan dapal mengundang pihak lain setelah mendapatkan
perintah/izin dan Direktur Utama.

c. Prosedur Pelaksanaan Rapat Direksi

1) Rapat dipimpin oleh Ketua Rapat yaitu Direkiur Utama, dalam hal
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin cleh
anggota Direksi yang khusus ditunjulk untuk maksud tersebut oleh
Direktur Uitama.

2} Metua Rapat menanyakan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai
keberadaan surat kuasa fertulis dari anggota Direksi yang tidak
hadir.

3) Ketua Rapal menetapkan tata tertib Rapat Direksi dan
mencanturkannya dengan jelas dalam Risalah Rapat Direksi,

4) Sahnya suatu rapat direksi apabila dihadir lebih dari setengah
jumlah anggota Direksi sehingga keputusan yang diambil dalam
rapal menjadi syah dan mengikat

5) Sebelum acama rapat dimulai Ketua Rapat membacakan Agends
Rapat dan menanyakan terlebih dahulu hasil tindak lanjut dari hal-
hal yang telah dipuluskan dalam rapat sebslumnya.

6) Dalam sstiap rapat, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
keputusan hasil rapat sebalumnya,

7} Rapat agar optimal, Ketua Rapat memparsilahkan setiap anggota
Direksi untuk mengajukan pertanyaan dan pendapatiya.

8) Semua keputusan Direksi harus berdasakan itikad baik
pertimbangan rasional dan telah melalul investigasi mendalam
ernadap berbagal hal-hal yang relevan, Informasi yang cukup dan
bebas dari benturan kepentingan serta dibua! secara independen
oleh masing-masing anggota Direksi

9) Untuk menjaga independensi dan objekivitas, sefiap anggota
Direksi yang memilikl potensi benturan kepertingan diwajibkan untuk
m
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mengungkapkan hal lersebut dan tidak diperbolehkan ikut serta
dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Kondisi
tersebut harus dicatat dalam nsalah rapst.

10) Keputusan diambil secara musyawarah uniuk mufakat Apabila
melalui musyawarah tidsk tercapai kesepakatan, maka kepuiusan
ditetapkan berdasarkan suara lerbanyak dan suara tersabut lebih
dari % (satu per dua) dari jumiah suara sah yang mengikuli Rapat
tersebut.

T1) Tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi ditatapkan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hard, dan mengkemunikasikan
keputusan lersebut kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi
yang lersait dengan keputusan tersebut selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari.

12) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 {satu) suara
dan ditarmbah 1 (satu) suara apabila mewakill anggota Direksi
lainnya,

13) Suara blanko atau suara yang tidak sah diabaikan (dianggap tidak
ada) dan tidak dihitung dalam meneniukan jumiah suara.

14) Dalam hal jumiah suara yang setuju dan tidak =etuju adalah sama
banyaknya, maka permasalahan yang memedukan pemungutan
suara — digugurkan /ditolak, kecual jka hal tersebut berkensan
dengan diri seseocrang maka Keputusan ditentukan dengan undian
secara tertutup,

15) Setiap anggota Direksi mempunyai hak untuk tidak setuju wialaupun
sebagian besar setuju. Dalam hal seperti ini maka pendapat tidak
seluju tersebut harus dicatat dalam Risalah Rapat sebagai bentuk
dari dissenting opinion,

16) Sekrataris  Perusahaan membual Daftar Hadir Rapat dan
mengedarkan kepada para pesera rapat dan memastikan bahwa
semua peseria rapal telah mengisi dan menandatangani Caftar
Hadir.

17) Sekretaris Perusshaan membuat catatan rapal selama rapat
beriangsung sebagai bahan untuk menyusun risalah rapat,
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18} Sebelum rapat ditutup, Sekretans Perusahaan menyerahkan garis-
garis besar rizalah rapat kepada Keiua Rapal untuk dibacakan dan
mendapatkan persetujuan dari para peserta rapat.

19) Jika semus peserta rapat menyetujul garis-garis besar risalah rapat,
Ketua repat dapat menutup rapat dengan tedebih dahulu
membacakan semua keputusan hasil rapat |

20) Dengan berakhimya rapat, Sekretaris Perusahaan segera menyusun
risalah rapat dan menyampaikan kepada peserta rapat untuk
ditandatangani,

5. Pembuatan Risalah Rapat
& Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat

b, Risalah rapat dibual dan diadministrazsikan oleh Sekretaris
Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk clah Direksi,

¢. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, sehingga
terihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat
dijadikan  dokumen hukum sebagali bentuk skuntabilitas dar
keputusan rapat Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan

1) Acara, lempat, tanggal dan wakiu rapst diadakan

2) Daftar hadir

3) Permasalahan yang dibahas

4) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam
mambahas permasalahan  yang strategis atau  material,
Brmasuk yang mengemukakan pendapat

5) Proses pengambilan keputusan

8} Keputusan yang diambil

7} Dissenting apinfon, jika ada.

d. Risalah Rapal harus dilampiri surat kuasa yang diberikan oleh
anggota Direksi yang tidak hadir kepada anggota Direksi yang
mewakilinya

. Prosedur Penyusunan Risalah Raepat Direksi adalah sebagai barikut:

“_
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1)

<)

&)

4)

3)

G}

B)

9

Sekretans Ferusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Direktur Utarma mambuat catatan rapat selama rapat berlangsung
sabagai bahan unfuk menyusun risalah rapat.

Segera setelah rapat ditutup, Sekretaris Perusahaan atau pejabat
lsin yang ditunjuk oleh Direktur Utama manyalesaikan
penyusunan/pambuatan draft risalah rapat

Sekrelaris Perusahaan atau pejabat lain vang ditunjuk oieh
Direktur Utama mengedarkan draft Risalah Rapat kepada para
peserta rapat untuk mendapatikan koreksi atau persetujuan

Peserta rapat menerima dan mempelgjar Risalah Rapal dan
apabila menyetujuinya, maka membubuhkan persetujuan/paral
pada Risalah Rapat dan mengirim kembali Risalah Rapat tersebut
kepada Sexretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh Dirsktur Utama.,

Apablla ada koreksi, peserta rapat (paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah draft risalah rapat diterima) segera memberikan
koreks! uniuk dilakukan perbaikan oleh Sekretaris Perusahaan
atau pejabat lain yang ditunjuk cleh Direktur Utama,

Sekretaris Perusshaan atau pejabat Jain yang ditunjuk oleh
Dirakiur Utama mengedarkan Risalah Rapat yang telah diperbaiki
uniuk mendapatkan parsetujuanparaf dar paserta rapat

Ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi yang
ditunjuk olen dan dari antara mereka yang hadir menandatangani
risalah rapal ash,

Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Direklur Utama mengadministrasikan risalah rapat asli dan
membenkan salinannya kepada semua Direksi, baik yang hadir
maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi tersabut.

Risalah asli darl setisp rapal Direksi harus disimpan oleh
perusahasn,
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L. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN
PATUNGAN

1. Prinsip Umum

a. Perusahaan Anak dan Perusahaan Patungan merupakan badan
hukum tersendiri yang memiliki Organ Perusahaan yvang berbeda

b. Mekanisme yang beraku diantara PT Djakarta Lloyd (Perseno).
dergan Perusahaan Anak dan Perusahaan Patungan hans ditakukan
rmelalui mekanizme karporasi yang sehat,

2. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan terhadap Perusahaan Ansk dan Perusahaan

Fatungan dilakukan dengan

a. Penempatan Direksi dan/atau manager satu tingkat di bawah Direksi
sabagal Komisaris Perusahaan Anak/Perusahaan Patungan.

b. Penunjukkan salah seorang anggota Direksi selaku Kuasa Pemegang
Saham untuk melakukan pengawssan terhadap Perusahaan
Anak/Perusahaan Patungan,

3. RUPS Perusahaan Anak dan Perusahaan Patungan

Mewakili Perusahsan dalam RUPS Perusshaan Anak  danfatau
Perusahaan Patungan adalah suatu peran dan tanggung jawab yang
diberikan kepada Direksi sebagal Pemegang Saham Perusahaan Anak
dan /atau Perusahaan Patungan. Fungsi tersebut melekat pada Direksi
karena berdasarkan Anggaran Daser Perusahaan Direksi PT Djakarta
Lioyd (Perserc). sesual yang lercanturm dalam Anggaran Dasar
Perusahaan, merupakan salu-satunya pihak yang mendapatkan
pelimpahan wewenang dari Pemegang Saham PT Djakarta Lloyd
(Perserc). bernak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar
Pengadilan. Direksi dapat melimpahkan kewenangan kepada salah
seorang anggota Direksi untuk mewekill Perusahaan sebagai Kuasa
Pemegang Saham pada RUPS Perusahaan Ansk dan Paerusahaan
Patungan.

Dalam RUPS Perusahaan Ansk dan Perusahaan Patungen, Direksi
memiliki  wewenang untuk dapat meminta laporan  mengenal

m
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pengelolaen dan pengawasan Perusshaan Anak dan Perusshaan
Patungan,

a Prosedur RUPS  pada Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan
Palungan

1)

2}

3

Direks! PT Djakarta Lloyd (Persere). mengadakan rapat Direksi

untuk membahas rencanafusulan keputusan-keputusan yang

akan dibawa dalam RUPS Perusahaan Anak dan/atau

Perusahaan Patungan. Rencana usulan dimaksud antara fain

(@) Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Anak dan/atau
Perusahaan Patungan,

(b} Pembagian dividendaba Perusahaan Anak dan Perusshaan
Patungan.

(c) Kebijakan-kebfjakan strategis yang tertuang dalan Rencana
Jangka Panjang/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Anak
dan Perusahaan Patungan.

(d) Penunjukanipemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris
Ferusahaan Anak dan Perusahaan Patungan.,

(e} Penunjukan Kanior Akuntan Publik dan lain-lain

Jika diperiukan Direksi menunjuk salah seorang anggota Direksi
selaku Kuasa pemegang Saham dalam RUPS Perusahaan Anak
dan Perusahaan Patungan.

Anggota Direksi yang mewsakili Dirsksi dalam RUPS Perusahaan
Anak dan Perusahaan Patungan menyampalkan hasi keputusan
RUPS Perusahaan Ansk dan/ atau Perusahaan Patungan kepada
Direksi,

b. Keluaran Hasil

1]

2)

Rencana/usulan keputusan Direksi selaku Pemegang Szham
Peruzahaan Anak dan Perusahasn Patungan yang sken dibawa
dalam RUFS Perusahaan Anak dan Perusahaan Patungan.

Hasil keputusan RUPS Perusahaan Anak dan Perusahaan
Patungan,
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4. Transaksi dengan Perusahaan Anak dan Perusahaan Patungan.

Transaksi bisnis dengan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Patungan
dilakukan dengan prinsip sebagai berikut .

4,

Transaksi bisnis dengan PFerusahaan Anak danfatau Perusahaan
Patungan harus dilakukan atas dasar arm’s fength relationship
sebegaimana layaknya transaksi bisnis dengan pihak yang tidak
terafiliasi.

Perlakuan istmewa hanya akan dibarikan dengan kondisi tertentu dan
menguntungkan bagi PT Djakarta Lioyd (Parsera),

Apabila terdspat benturan kepentingan antara PT Djakarta Lioyd
(Persero) dengan Perusahaan Anek dan Perusahaan Patungan, maka
kepetingan PT Djakarta Lloyd (Persern) harus didahulukan,

M. SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORFORATE SECRETARY)

1. Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan (Corporate secretary)

Memastikan lercapainya peningkatan pelayanan kepada masysrakat
pemodal dan peningkatan citra Perusahaan melalui penerapan good
corporate govermance yaity

a,

sebagal penghubung atau confacperson antara perusahaan dengan
Femegang Saham dan masyarakat pengelolaan komunikasi perusahaan
dengan pihak eksternal dan intermal:

. penyelenggarsan administrasi dokumen Perusahaan,

membuat, memelihara dan menyimpan Daftar Pemagang Saham dan
Daftar Khusus;

- melaksanakan hubungan antar lembaga,

- menyelesalkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum korporasi;

menjamin ketersediaan  informasi kepada sfakeholders:

- mandukung pancapaian kepuasan pelanggen Cusfomer Safisfaciion

index (C31);
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n. Sekretars perusahaan bersama-sama fungsi Human Capital perusahaan
memfasilitasl, dan memonitor, terselenggaranya program peningkatan
pengetahuan Diraksi yang telah ditetapkan:

i. menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris
baru atau anggota Direksi baru,

I menyimpan daftar kepemilikan saham oleh anggota Dewsan Komisaris
dan Dirsksi beserta keluarganya.

2. Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

a. Sebagai penghubung atau contact person antara perusahamn dengan
Fameagang Saham dan masyarakat ;

b. Memastikan tersedianya RKAP:

¢. Distribusi informasi untuk mendukung tercapainya kontrak manajermen
yang telah disepakati;

d. Memastikan perannya sebagai people manager pada unit keranys:

e. Memastikan kegiatan unit kedanya berjelan sesual dengan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan;

f. Memastikan pelaksanaan kegiafan unit kerjanva sesual dan relevan
dangan sistem manajemen yang diterapkan perusahaan:

8- Memasiikan Perusahaan menerapkan dan mengelola prinsip-prinsip
Good Corporafe Governance (GCG) dengan baik;

n. Memastikan terselenggaranya kegiatan vang mendukung citra
Perusahaan semakin baik;

i. Memastikan sosialisasi terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan
kepada internal Perusahaan.

j-Memastikan permasalahan perusahaan yang berhubungan dengan hukum
diselesaikan sezual dengan ketentuan yang berlaku

m
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3. Kewenangan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

a. Memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan
dengan kewsjiban penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan
kepada publik.

[= 3§

Mendapatkan akses data yang dibutuhkan:

1]

. Menstapkan rencana program kena dan inisiatif baru sera anggaran df
ruang lingkup unit kerjanya yang dapat mendukung pencapaian kinerja
Perusahaan,

d. Menetapkan kebijakar/pedoman operasional di ruang lingkup  unit
kerjanya.

8, Mengambil keputusan dan langkah-langkah korektif di ruang lingkup unit
karjanya berdasarkan kebijakan dan prosedur yang barlsku;

f. Menyetujul Distinct Jab Profile (0 di reang linghkup unit keranya.

g. Menyetujui usulan perencanaan dan pengembangan sumber daya
manusia di unit keranya:

h. Menyehijui pengenaan sanksi kepada personil di unit keranya sesua
dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan:

. Menyetujui pelaksanaan renana kerja di ruang lingkup unit kedanya

it

- Manetapkan dan/atau menandatangani dokumen sistem mansjemen yang
menjadi ruang lingkup unit kerjanya;

K. Melakukan monitoring pelaksanaan Good Corpovate Governance (GCG)
dan tindak lanjut;

I. Menetapkan kebijakan dan strategi pencitraan Perusahaan,

m. Menentukan metode dalam menjalin hubungan baik (wisit, gathering, dil)
dengan pihak eksternal dan media serta mendapatkan akses terhadap
data yang dapat disampaikan kepada pihak ekstemal.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secrefary) berlanggung jawab kepada
Direktur Utama (President Director) dan melaporkan tugasnya secara
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berkala maupun sewakiu-wakiu bila dibutuhkan kepada Direktur Utama
(Fresident Director).

N. SATUAN PENGAWAS INTERN (INTERNAL ALUDIT)

Tugas Satuan Pengawas Intern (inferal Audif adalah memastikan tercapainya
efektivitas pelaksanaan pengendalian intern dan proses tata kelola Perusahaan
melalui pemeriksaan, penilaian dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas di
bidang operasi, bidang sumber daya manusia dan umum, bidang marketing
dan pengembangan usaha serta bidang teknik dan perencanaan dan bidang
keuangan dan Information technology (IT) guna mendukung tercapainya tujuan
Ferusahaan sesuai dengan peraturan internal dan eksternal berdasarkan nisk
Gased audit,

Dalam menjalankan fungsinya Satuan Pengawas Inlem (Intermal  Avwdit)
berpedoman pada Fiagam Audit Intemn (Charter internal Audit)

Dalam hubungannya dengan fungsi Komite Audit , Satuan Pengawas Internal
Intemn (fnternal Audif) berfungsi untuk :

1. Memberkan informasi hasil peleksanaan kegistan audit kepada Komite
Audit dalam rangka mendukung  fungsi  pengawasan yang dijalankan oleh
Dawan Komisaris.

2 Mengadakan perttemuan berkala dengan Komite Audit untuk membahas
pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh Satuan
Pengawas |ntam {Intemal  Audify serte penyempumaan sistem
pengendalian manajemen,

3. Meiaksanakan pengujian penerapan sistem pangendalian intemn perusahaan
dan menyatakan tingkat efekiivitas sistern pengendaiian intern perusahaan.

0. TIM DIREKSI / PENGGUNAAN SARAN PROFESIONAL

Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Tim
sasual kebutuhan Perusahaan.

Keberadaan Tim di bawah Direksi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Beranggotakan lebih dari satu orang.
2. Berujuan untuk membantu Direkei untuk tugas-tugas tertantu.
Tugas dan tanggung jawab Tim ditentukan oleh Direks

m
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BAB ViI-

PROSEDUR-PROSEDUR TERKAIT
DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Keuangan Tahunan adalah Laporan Keuangan yang dibuat oleh
Direksi dan telah diaudit oleh Auditor Independen,

1. Frosedur Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

a. Direksi wajb menyusun Laporan Keuangan Berkals yaitu Laporan
Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan selambat-
lambatnya 30 harl setelah akhir tashun buku uniuk diaudit oleh Auditor
Independan

b. Auditor Independen melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan

C. Auditor Independen menyerahkan hasil audit atas Laporan Keuangan
Tahunan kepada Komisaris dan Direksi = paling lambat 5 (lima) bulan
setelah Tahun Buku berakhir dengan mempertimbangkan kelalntuan
yang berlaku.

d. Direksi menyerahkan hasil audit atas Laporan Keuangan Tahunan
kepada Pemegang Saham paling lambat & {lims) bulan setelah Tahun
Buku berakhir dengan mempertimbangkan ketetntuan yang berlaku..

2. Keluaran Hasil
&, Laporan Keuangan Tahunan

B Laporan Hasil Audit Auditor Indepandan

[ T L.
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B. PENYUSUNAN LAPORAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PFERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL (LAFORAN
AUDIT KEPATUHAN)

1. Prosedur Penyusunan Laporan Audit Kepatuhan

- g, Auditor Independen melakukan audit mengenai kepatuhan Peruzahasan
terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bentuan yang berlaku bag
Perusahaan maupun Sistem Pengendalian Intern.

b. Auditor Independen menyemahkan Laporan Audit Kepatuhan kepada
Komisaris dan Direksi paling lambat 5 (iima) bulan setelah Tahun Buku
berakhir dengan mempertimbangkan ketetnluan yang berlakL..

c. Direksi menyerahkan kepada Pemegang Saham Laporan Audit

Kapstuhan paling lambat 5 (lima) bulan setetah Tahun Buku berakhir
dengan memperimbangkan ketetntuan yang berlaku..

2. Keluaran Hasil

Laporan Audit Kepatuhan dari Auditor Indepanden

C. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA
1. Progedur Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
a. Auditor Independen melakuken audit mangenai
1) Proses penyusunan dan pelaksanaan RKAP

2} Kinerja Perusahaan, termasuk di dalamnya penilsian atas tingkatan
kesehatan Perusahaan yang terdin darl aspek keuangan, operasional
dan aspak keuangan

3) Perkembanpgan usaha

4) Pemahaman atas struklur pengendalian intem
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k. Auditor Independen menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerna kepada
Komisans dan Direksi . paling lambat 5 {ima) bulan setelah Tahun Buku
berakhir dengan memperimbangkan ketatntuan yang bariaku.

c. Direksi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja kepada Pemegang
Saham paling lambat 5 (lima) bulan satelah Tahun Buku berakhir dengan
memperimbangkan ketetruan yang beraku.

2. Keluaran Hasil

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Auditor Indspendean

D. PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN (LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PKBL)

1. Prosedur Laporan Pelaksanaan Program PKBL

a. Auditor Independen melakukan audit mengenal asersi manajemen
tentang kepatuhan Perusahaan f{erhadap Pengelolaan Program
kemitraan Badan Usaha Millk Negara dengan Usaha Kecil dan Program
Bina Lingkunpan.

b. Auditor Independen menyerahkan Laporan Pelaksanaan Program PKBL
kepada Komisaris dan Direksi paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun
Huku berakhir dengan mempertimbangkan ketetntuan yang beraku

c. Direksi menyerahkan Laporan Pelaksanaan Program PKBL kepada
Fermegang Saham .paling lambat 5 {lima) bulan selelah Tahun Buku
berakhir dengan mempertimbangkan ketetniuan yang berlaku

2. Keluaran Hasil

Laporan Pelaksanaan Program PKBL dari Auditor Independen

E. PENYUSUNAN RJPPF

RJPP adalah Rencana Jangka Panjang Pemusahaan sebagal acuan bagi
Direksi dalam menyelenggarakan Perusahaan dalam kumun waktu lima tahun
mendatang.
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1. Prosedur penyusunan RJPP

a. Direksi menyusun draft RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:

1) Evaluasl pelaksanaan RJPF sebelumnya
21 Posisi perusahaan saat ini
3) Asumsasumsi yang dipakai dalam penyusunan HJPP

4} Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategl, Kebijakan dan Program Kerja
Rencana Jangka Panjang

b. Direkst menyerahkan draft RJPP kepada Komisaris selamboat-lambatnya 3

(liga bulan) sebelum masa berlaku RJPP periade sabalumnya berakhir

©. Komisaria mengksji dan memberikan tanggapan terhadap draft RJPP

yang diusulkan Direksi selambat-ambatnya 30 (tiga puluh) han setelah
draft RJPP diterima Komisans

d. Direksi memperimbangkan tanggapan Komisans dan melakukan

perbaiken-perbaikan draft RJPP yang dianggap perlu

& Komisans bersama Direksi menyampaikannya drafl RJPP kepada

Pemegang Saham selambat-lambatnya 60 (enam puluh) han sebalum
RJPP periode sebelumnya habis masa berdakunya

f. RUPS mengesahkan RJPP yang telah ditandstangani oleh Direksi dan

Komisars selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah draft RJPP
diterima oleh Pemegang Saham.

2. Keluaran Hasll

a Draft RJPP

b. Tanggapan Komisaris atas draft RJPP

c. RJPP yang disetujui dan ditetapkan oleh RUPS
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F. PENYUSUNAN RKAP

RKAP adalah Rencana Kera dan Anggaran Perusahaan sebagai acuan bagi
Direksi datam menyslenggarakan Perusahaan dan mencapai target yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

1. Prosedur penyusunan RKAP
a, Direksi menyusun diaft RKAP yang sekurang-kurangnya mamuat:
1) Kinerja Perusahaan tahun berjalan

2} Rencana Kerja Perusahaan

3} Anggaran Perusahaan

4) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan

5) Proyeksi Keuangan Fokok Perusahaan Anak

8) Hal-hal lain yang memarukan Keputusan Komisaris

b. Direksl menyerahkan draft RKAP kepada Dewan Komisars dan
selambat-lambatnya 80 (anam puluh) hari sebalum tahun buku baru mulai
berlaku,

c. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mengkai dan memberkan
tanggapan terhadap draft RKAP yang diusulkan Direksi

d. Direksi menerima tanggapan dan melakukan perbaikan-perbaikan draft
REAF

g. RUPS mengesahkan RKAP selambat-lambatnya sebelum tahun buku
berjalan..

2. Keluaran Hasil
a. Draft REAP

b. Tanggapan Dewan Komisarns dan Pemegang Saham atas draft RKAP

. RKAP yang disstujul dan ditetapkan
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BAB Viil

PENGGUNAAN WAKTU, SARANA DAN
FASILITAS PERUSAHAAN

A. Penggunaan Waktu

Penggunaan wakiu oleh Direksi dan Dewan Komisars diatur berdasarkan
pringip-prinsip -

s

Direksi harus menggunakan jam kerjanya, sarana dan fasilitas Perusahaan
semata-mata unluk kepiatan yang berhubungan dengan kepentingan
Parusahaan.

Akitifitas Direksi di luar perusahaan yang tidak secara langsung berbubungan
dengan kepantingan perusahaan seperti mengajar, mengurus asosiasi bisnis
dan sejenisnya, diperkenankan dalam batas yang wajar dan sepengetahuan
Direktur Utama atau Direksi lainnya.

B. Penyediaan dan Penggunaan Tunjangan dan Fasllitas

Prinsip-prinsip yang mendasar penyediaan tunjangan dan fasilitas bagi Dewan
Komisans dan Direkal adalah :

1

2
o
4

Disasuaikan dengan kondisi dan kinerja perusahaan,
Azas kepatutan dan kewajaran dibandingkan dangan industri sejenis,
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,

. Jenis dan besarnya funjangan dan fasilitas ditetapkan RUPS, dimana

rinciannye dibuat oleh Dewan Komisaris;

. Penggunaan sarana dan fasiitas millk Perusanaan untuk kepantingan pejabat

pemerintah, tamu perusahaan dan kepentingan lainnya dimungkinkan dengan
tetap berpatokan kepada sturan yang berlaku untuk sarana dan fasilitas

tersebut:

. Penggunean earana dan fasilitas untuk kepentingan Pemerintah harus

mengikuti kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. Direksi tidak boleh memberikan sumbangan untuk partai politik manapun

kecuali dibenarkan aleh Undang-undang.
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. Perjalanan Dinas

Pamberian sarana akomodasi, transportasi dan tunjangan-tunjangan perjalanan
dinas di dalam negerl maupun ke luar negeri didasarkan pada pringip-pringip .

1.
2.

Perjalanan dinas semata-mala untuk kegiatan dan kepentingan Perusahaan,

Fasilitas transportasi dan akomcdasi disesuaikan dengan kemampuan
Perusahaan, dengan memperhatikan aspek kepatutan, dukungan terhadap
pelaksanaan pekerjaan dan menjaga citra perusahaan,

Perselujuan perjalanan dinas dalam negeri bagl anggota Direksi diberkan
oleh Direktur Utama, sedangkan persetujuan perjalanan dinas ke luar neger
diberikan oleh Komisaris Utama;

Peralanan dinas di dalam dan ke luar negerd bagl anggota HKomisars
dikaitkan dengan kebutuhan Perusahaan dan kejelasan maksud dan tujuan
pafalanan tarsabut;

Jenis alat transportasi, penyediasn akomodasi dan besamya tunjangan
pefatanan dinas bagi Direksl dan Komisaris diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Diraksi.
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